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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas pemberdayaan perempuan
perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai konsekuensi
dari dinas sebagi upaya untuk menjawab terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan
dengan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Secara garis besar Pembangunan Kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting,
yaitu: Pertama berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan
komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. Kedua,
berkenaan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka
kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. Ketiga adalah mobilitas penduduk,
seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar
pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. Keempat adalah data dan informasi
penduduk dan kelima adalah penyerasian kebijakan pengendalian kependudukan. Dalam
rangka memperkuat Implementasi Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pembangunan Keluarga (PPKBPK), terutama yang meliputi ke5 (lima) aspek diatas,
maka diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penajaman pada tujuan dan
sasaran rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana yang harus bermuara pada visi dan misi
bupati 2024 - 2026 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang lebih
Maju, Modern dan Religius.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu, dan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

Penajam, 13 Juli 2023
" Kepala Dinas,

Chairur Rozikin, S.Sos MM
Nip. 19700407 199203 1 005
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Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Takun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bahwa Bupati/Walikota yang masa jabatannya
berakhir Tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala
Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2024-2026

Renstra berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra
perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2)
Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir
Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra
perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat
nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan
RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
dan dengan Renja perangkat daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat
daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Penajam
Paser Utara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara , RPJMD Kabupaten
Penajam Paser Utara 2024 - 2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,
Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Penajam Paser Utara, danHasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJMD Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
mengampu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

dan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
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Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam
Paser Utara Tahun 2024-2026 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara
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Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis.
Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu
Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan

pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten

Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:
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1. Undang — Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851),

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser
Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

12. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
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14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah,
Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang
Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
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Menjadi Undang-undang, pemilihan Kepala Daerah Dilaksanakan Serentak Secara
Nasional Pada Tahun 2024.

27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama
Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan
Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 162);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di
Desa/Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak.

Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Pengawasan PPRG di daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor 1 Tahun
2015 tentang Rencana Strategi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman
Monitoring Monitoring dan Evaluasi PPRG;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA,
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51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
Berkeadilan;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Surat Edaran 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
(SE No 270/M.PPN/11/2012, No SE-33/MK.02/2012, No. 050/4379A/S], No. SE
46/MPP-PA/11/2012);

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2009 Nomor 4);Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
2011 -2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2024-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Kabupaten Layak Anak;

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistim
Perlindungan Anak;
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Desember
2022;
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63. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi,
Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara.

64. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Daerah

65. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun
Anggaran 2023 tanggal 22 Desember 2022.

66. Instruksi Bupati Penajam Paser Utara Nomor 188.5/423/TU-PIMP/2022 tentang

Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.

13 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
adalah peningkatan kinerja bidang Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah
disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi,
Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.
Renstra tahun 2024-2026 mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran

dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2024-2026 adalah menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang Kesetaraan Gender Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Hak Anak, Pengendalian
Penduduk Penyuluhan dan Penggerakkan dan Keluarga Berencana Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga, yaitu sebagai berikut:
1. Peningkatan sosialisasi dan pelatihan pedoman pelaksanaan sistem data
gender dan anak

2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan,
berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di

daerah.
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. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat,

w

dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif
gender dalam pembangunan di berbagai bidang,

4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan
anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

5. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan PUG.

6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah
gender

7. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan
dan hasil PUG di tingkat daerah.

8. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender

9. Pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah dan
kualitas politisi perempuan dan secara terus menerus meningkatkan kader
perempuan melalui organisasi dalam partai politik

10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait organisasi kemasyarkatan

11. Penanganan keluarga pra sejahtera secara terpadu oleh seluruh OPD dengan
mensinergikan berbagai program pembangunan guna melakukan
penanggulangan kemiskinan secara rasional dan proporsinal

12. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina
Keluarga Balita sebagai wahana untuk meningkatkan kepudulian keluarga
dan pengasuhan kepada Balita

13. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina
Keluarga Remaja sebagai wahana untuk meningkatkan kepudulian keluarga
dan pengasuhan kepada anak anak remaja

14. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina
Keluarga Lansia sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga
dan pengasuhan kepada Lansia

15. Pembinanaan dan peningkatan SDM Kader UPPKS dalam rangka
meningkatan pendapatan keluarga sejahtera

16. Peningkatan fungsi dan peran serta kualitas dan kuantitas kelompok remaja
dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan
meningkatkan status kesehatan , memperoleh pendidikan dan meningkatkan
jiwa kepemimpinan

17. Memperluas jangkauan pelayanan pemakaian kontrasepsi
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18.

19.
20.

21.
22.

23
24.

25.
26.
217.
28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.
42.
43.
44,

Meningkatkan pemahaman tentang kontrasepsi terhadap PUS yang tidak ber
KB

Meningkatkan akses dan kualitas kepesertaan KB

Peningkatkan Kesertaan KB Pria melalui Forum dan kegiatan
Kemasyarakatan

Peningkatan Pemakaian kontrasepsi MKJP

Meningkatkan peserta KB baik yang menggunakan MKJP maupun
NonMKJP

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan

Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga berencana dan
Kesehatan reproduksi

penguatan data dan informasi kependudukan, KB dan KS

Penguatan penyebaran informasi program KKBPK

Penguatan advokasi dan KIE guna mendukung keberhasilan program kkbpk
Penguatan kualitas kelembagaan dan jaringan dalam rangka
penyelenggaraan kebijakan dan program kkbpk

Penguatan advokasi dan KIE program KKBPK

Penguatan implementasi program kkbpk oleh kemitraan agar lebih optimal
Penguatan komitmen toma toga dalam pembangunan program KKBPK
Penguatan peran pengelola program kkbpk guna mendukung keberhasilan
program kkbpk

Penguatan peran IMP guna mendukung keberhasilan program kkbpk
Sinergitas pemerintah desa, Koordinasi serta Penguatan Integrasi dg lintas
sektoral dan kemitraan dengan pihak swasta

Sosialisasi Standar Kompetensi tenaga PKB/PLKB

Sosialisasi Tupoksi POKJA kampung KB

Sosialisasi Program KKBPK

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang

Peningkatan kualitas pelayanan operasional balai penyuluh

Mencabut Perda No 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan perempuan dan
anak untuk selanjutnya diganti dengan Perda terpisah yaitu Perda tentang
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Pembentukan Forum komunikasi tenaga kerja perempuan

Pembentukan Forum Anak Tk Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
Membangun jejaring dalam penanganan ABH Diversi

Memaksimalkan gugus tugas KLA, Mengoptimalkan pelaksanaan Rencana

Aksi Daerah (RAD)
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45. Advokasi dan sosialisasi Kecamatan layak anak (KELANA)

46. Advokasi dan sosialisasi Desa/ Kelurahan layak anak (DELANA)

47. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat,
dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan Hak anak

48. Pembentukan, pembinaan Sekolah Ramah Anak

49. Pembentukan, pembinaan Puskesmas Ramah Anak

50. Pembentukan, pembinaan Kecamatan dan Desa / Kelurahan Ramah Anak

51. Pembentukan, pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM)

52. Pembentukan, Monitoring Kegiatan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
Indonesia (APSAI)

53. Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

54. Membentuk Unit Pelaksana Tehnik Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPTD PPA)

Selain itu tujuan lainnya adalah

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu dua tahun terakhir penjabaran RPJMD dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Penajam Paser Utara.

2) Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
‘Pemiberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kurun waktu tahun dua
tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten
Penajam Paser Utara dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah khusunya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
tahunan dalam kurun waktu dua tahun.

4) Menjadi acuab resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten

Penajam Paser Utara.
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14 Sistematika Penulisan
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024-2026

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,

sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah,
sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah kelompok
sasaran layanan.
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Bab ini berisi tentang permasalahan dan Isu Strategis pelayanan perangkat
daerah.
Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun
2024-2026, NSPK dan Cascading Kinerja.
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai Tujuan
dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Program, Kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator,
target dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang IKU dan IKK Tahun 2024-2026.
Bab VIII Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

perangkat daerah.
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BABII
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 30 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara melaksanakan tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat
daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

b. Urusan pemerintahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati
Penajam Paser Utara nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tata
Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam

Paser Utara sebagai berikut:

Kepala Dinas

1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

2) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi
dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan

fungsi:

a. perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan
kebijaksanaan yang ada;

b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

c. perumuskan pedoman kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Kepala
Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak
Anak dan Perempuan, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan berdasarkan peraturan Bupati tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai
pedoman;

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan
Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan
dan keserasian kerja;

f pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis
operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Penajam Paser Utara dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan
fungsi teknis urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;

h. penandatangan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai

kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
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Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk keabsahan
naskah dinas;

i. penjalinan Kerja Sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk
keberhasilan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,

j.  pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Kepala
Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga, Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak
Anak dan Perempuan, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan dan bawahan lain pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, sesuai peraturan dan pedoman
yang ada;

k. pengevaluasian pelaksanaan program Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Kepala Bidang Keluarga
Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Kepala
Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dan
Perempuan, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui
tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalahnya;

I. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan
maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
dan

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

secara tertulis.

Sekretariat
1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan fungsi penyusunan
rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,

pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga,
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perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta
memberikan pelayanan administrasi dan fungsional.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Penajam Paser Utara berdasarkan usulan Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan, Bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang
Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan, dan
Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta
kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan
Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

¢. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;

d. pendistribusian tugas kepada bawahan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian, Perencana dan Analis Kebijakan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pedoman,

e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Perencana, Analis Kebijakan
Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan
keterpaduan dan keserasian kerja;

f pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis
operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan
membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi
tugas yang berhubungan dengan penyusunan program, umum dan

kepegawaian;
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g pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Kasubbag
Umum dan Kepegawaian, Perencana dan Analis Kebijakan Sesuai
peraturan dan pedoman yang ada;

h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan rencana dan
realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana secara lisan maupun tertulis
untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
secara tertulis.

Sekretariat membawahkan:

a. Perencana;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Analis Kebijakan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
menyelenggarakan fungsi:

a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan untuk bahan perumusan
DPA;

b. Penyusunan rencana program Bidang Pengendalian Penduduk,

Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan usulan Analis
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Kebijakan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,;

d. Pendistribusian tugas kepada Analis Kebijakan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang
lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis
operasional bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Analis Kebijakan
Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

'h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang
Pengendalian  Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalahnya;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan laporan dari Analis
‘Kebijakan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
secara tertulis.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
membawahkan:

a. Analis Kebijakan;

b. Analis Kebijakan;

c. Analis Kebijakan.
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Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
dipimpin olehseorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluargamempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan operasional di bidang keluarga berencana, ketahanan dan
kesejahteraan keluarga.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KepalaBidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga meyelenggarakanfungsi:

a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berdasarkan
tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk bahan
perumusan DPA;

b. Penyusunan rencana program Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan usulan Analis
Kebijakan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana,

c. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

d. Pendistribusian tugas kepada Analis Kebijakan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang
lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis
operasional Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga dengan membimbing, mengarahkan dan
mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga;

g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Analis Kebijakana

Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
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h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta
pemecahan masalahnya;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana,
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga berdasarkan laporan dari
Analis Kebijakan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan

secara tertulis.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga membawahkan:

a. Analis Kebijakan;

b. Analis Kebijakan;

c. Analis Kebijakan.

Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

1) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepadaKepala Dinas.

2) Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugasmelaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidangkesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
meyelenggarakan fungsi:

a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesetaraan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk bahan
perumusan DPA;

b. Penyusunan rencana program Bidang Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan berdasarkan usulan Analis Kebijakan

dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi
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Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

¢. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

d. Pendistribusian tugas kepada Analis Kebijakan berdasarkan
peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang
lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis
operasional bidang Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi
untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

g Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembina Analis Kebijakanr
Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

h. Pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalahnya;

i, ‘Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan berdasarkan laporan dari Analis
Kebijakan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
secara tertulis.

Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
membawahkan:

a. Analis Kebijakan;

b. Analis Kebijakan;

c. Analis Kebijakan.
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Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan

1) Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan
mempunyaitugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dan
perempuan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
KepalaBidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan
meyelenggarakanfungsi:

a. Pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Berdasarkan tugas,
permasalahan dan kebijakan yang ada pada Bidang Keluarga
Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga untuk bahan
perumusan DPA;

b. Penyusunan rencana program Bidang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Anak dan Perempuan berdasarkan usulan Penggerak Swadaya
Masyarakat dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

¢. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan;

d. Pendistribusian tugas kepada Penggerak Swadaya Masyarakat
berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain
untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

f Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional
bidang Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan
Perempuan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi
untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan kegiatan Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan;

g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Penggerak Swadaya

Masyarakat Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
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h. Pengevaluasian pelaksanaan program Kkegiatan pada Bidang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan berdasarkan
rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian
program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan
masalahnya;

i. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Anak dan Perempuan berdasarkan laporan dari Penggerak
Swadaya Masyarakat sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana; dan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan
secara tertulis.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan
membawahkan:

a. Penggerak Swadaya Masyarakat;

b. Penggerak Swadaya Masyarakat;

c. Penggerak Swadaya Masyarakat.

UNIT PELAKSANA TEKNIS
1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
2) Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini

bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang
menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan

tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
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3) Jumiah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan
beban kerja;
4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
Uraian tugas Jabatan Fungsional akan diatur secara tersendiri bersamaan pembentukannya

dengan Peraturan Bupati.

2.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 30 Tahun
2017 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. Susunan organisasi
perangkat daerah adalah sebagai berikut:
1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana,
a. Kepala dinas;
b. Sekretaris membawahkan:
1. Perencana;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Analis Kebijakan;
c. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
membawahkan:
1. Analis Kebijakan,
2. Analis Kebijakan;
3. Analis Kebijakan,
d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga membawahkan:
1. Analis Kebijakan;
2. Analis Kebijakan;
3. Analis Kebijakan;
e. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
membawahkan:
1. Analis Kebijakan;
2. Analis Kebijakan;
3. Analis Kebijakan;
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f. Kepala Ridang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan
membawahkan:
1. Penggerak Swadaya Masyarakat;
2. Penggerak Swadaya Masyarakat;
3. Penggerak Swadaya Masyarakat;

g. Unit Pelaksana Teknis ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Ragan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempnan, Perlindungan
Anak,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Uraian pengantar mengenai jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara UtaraTahun 2023

No Tingk_at ASN Non ASN Juml
Pendidikan = = = = umlah
1 SMP Sederajat 0 0 1 0 1
2 SMA Sederajat 3 0 4 7 14
3 D3 0 3 0 0 3
4 S1 6 12 2 3 23
5 S2 3 4 0 0 7
6 S3 0 0 0 0 0

Pendidikan adalah mewujudkan mengembangkan potensi untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Pendidikan tidak dapat dilihat tetapi
lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan.
Pengembangan pegawai merupakan proses pendidikan jangka panjang dengan
menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisasi, dimana pegawai
mendapatkan pembelajaran pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan yang
bersifat umum. Peningkatan pendidikan formal pegawai harus mempertimbangkan

beberapa hal yang berkaitan dengan kualitas, antara lain:

o Relevansi bidang studi yang diambil dengan kebutuhan organisasi.
o Status akreditasi Perguruan Tinggi untuk melanjutkan pendidikan, untuk
menjamin kualitas.

o Sarana Mengembangkan Diri dan Berkreativitas.
Berkaitan dengan adanya SDM yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
berdasarkan jenjang pendidikan Strata Dua (S2) 14,58%, sedangkan Strata Satu
(S1) memiliki persentase tertinggi yaitu 47,91%, Diploma III (D III) 6,25%, SMA
atau Sederajat 29,16%, dan SMP atau sederajat 2,08%. Di lihat dari tabel diatas
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terdapat 2 kategori yaitu jumlah SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) 64,58 % dan
Non Aparatur Sipil Negara (ASN) 35,41%.

Dengan gambaran persentase diatas maka perlu untuk memberikan
pengetahuan yang lebih banyak kepada pegawai, maka diperlukan perhatian untuk
pengembangan tersebut khususnya pada jenjang pendidikan SMA atau Sederajat.
Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pendidikan dan latihan
kepada pegawai yang dianggap perlu diberikan bimbingan khusus untuk
pengembangan dimasa yang akan datang. Keadaan yang demikian ini, prinsip
pembagian kerja telah diusahakan sedapat mungkin sehingga para pegawai dapat

ditempatkan sesuai dengan jurusan dan keahliannya masing-masing.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023

No Golongan L P Jumlah
1 Golongan II 3 2 5
2 Golongan III 5 12 17
3 Golongan IV 4 5 9

Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang menduduki golongan II sebanyak 5 orang (16,12%), golongan III yang terdiri
atas 17 orang (54,84%) dan sisanya menduduki golongan IV sebanyak 9 orang
(29.03%). Pada tabel 2.2 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai
berada pada golongan IIl. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa,
pengembangan sumber daya manusia perlu dilaksanakan demi pengembangan

karir pegawai kedepannya khususnya pegawai golongan IL.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan pelayanan dalam upaya menuju profesionalisme, sarana dan
prasana adalah sebagai salah satu daya dukung di dalam mendorong suksesnya
program dan kegiatan dalam mencapai target dan sasaran. Kondisi sarana dan
prasarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara masih banyak
kekurangan seperti belum memiliki Gedung Kantor, Gedung Kantor yang ada

masih berstatus pinjam pakai dengan kondisi gedungnya tua dan banyak
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kerusakan, masih kurangnya Ruang kerja yang memadai dan tidak memiliki ruang
rapat khusus, masih kurangnya kendaraan operasional seperti mobil penerangan
KB, mobil pelayanan KB, mobil jemput antar akseptor KB, motor perlindungan
korban kekerasan pada anak dan perempuan, belum memilki UPTD PPA dan
rumah aman, selain itu juga masih kekurangannya sarana pendukung kerja seperti

meja kerja, kursi kerja, komputer, printer dan lain-lain.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara

Tahun 2023
No. Jenis Barang/Nama Barang KONPIST
BAIK RUSAK
1 2 3 4
1 Proyektor + Attachment 7 0
2 Apar 2 0
3 AC Unit + Portable 6 0
4 Kipas Angin 3 0
5 Alat Kesehatan Kerja Lain-lain (KIE KIT) 8 0
6 Alat Kesehatan Kerja Lain-laiN (GENRE KIT) 5 0
7 Alat Penghancur Kertas 0 1
8 | Brand Kas 1 0
9 Camera Digital 0 1
10 | Dispenser 1 0
11 | exhause fan 2 0
12 | Facsimile 0 1
13 | Filling Besi/Metal 8 0
14 | Gordyn/Kray 5 0
15 | Gedung Balai 4 0
16 | Handy Cam 0 1
17 | Handphone 14 0
18 | Kompor Gas 1 0
19 | Kursi Kerja 41 6
20 | Kursi Rapat 100 22
21 | Lemari Kayu 7 2
22 A Lemari Makan 0 1
23 | Lemarl Es 1 0
24 | Meja Kerja 11 5
25 | Meja Kerja Eselon 19 3
26 | Meja Rapat 7 3
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TOTAL

343 60

Berkaitan dengan Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten

Penajam Paser Utara telah melakukan beberapa kali penghapusan aset dan pengadaan

barang. Pada 2022 pengadaan barang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara dibiayai oleh APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan beberapa

kali melakukan pengahapusan aset dan pengadaan barang maka sampai dengan tahun

2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,

dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sarana dan

prasarana sebanyak 403 dalam 46 Jenis dengan rincian 343 dalam keadaaan baik dan
60 dalam keadaan rusak. Dengan demikian 85,11 % dalam kondisi baik dan 14,89 %

dalam kondisi rusak.
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bidang
yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan ini
ada pada RPJMD 2024 — 2026 Kabupaten Penajam Paser Utara. Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara adalah OPD yang menangani urusan tersebut.
Berdasarakan tabel 2.4 dan 2.5 di atas, Pencapaian Indikator Kinerja kedua yaitu
peningkatan responsif gender kesenjangan gender dilakukan dengan pengarustamaan
gender di segala bidang. Kebijakan responsif gender harus meliputi tiga aspek, yaitu
Perencanaan yang berupa komitmen politik dan kepemimpinan eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan kerangka kebijakan; Pelaksanaan yang méliputi struktur organisasi dan
sumber daya; dan Mon-Ev meliputi data terpilah, alat analisis gender, dan dukungan
masyarakat. Pada indikator kinerja meningkatkan responsif gender dengan satuan
‘pengukuran jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mencapai 92,59%, hal ini
terlihat dalam Perencaaan Penganggran Pengarusutamaan Gender (PPRG) OPD. Dalam
hal ini indikator kinerja yang telah disusun renstra pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara 2018-2023 sudah tepat karena rasio capaian melebihi
dari target yang ditetapkan yaitun 81,82%. Namun demikian indikator kinerja yang ada
saat ini, masih ada yang belum sesuai dengan harapan, sehingga pada akhirnya
berdampak pada kualitas laporan kinerja. Laporan yang disusun pada umumnya belum
mampu menginformasikan tentang keberhasilan instansi dengan menggunakan ukuran
kinerja yang tepat. Penganggaran indikator kinerja meningkatkan responsif gender
diakomodir didalam Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
pada program ini telah tercapai serapan 99,13 %. Meningkatnya Rasio Perempuan yang
memeiliki kapasitas sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi
merupakan salah satu indikator yang ada di renstra 2018 — 2023 pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencanan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada indikator ini rasio capaian 70%,
indikator Rasio Perempuan yang memeiliki kapasitas sebagai tenaga manajer,
profesional, administrasi dan teknisi di akomodir pada Program pengarusutamaan

gender dan
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pemberdayaan perempuan. Pada program ini telah dicapai serapan anggaran 99,12%.
Mempersiapkan Program dan Kegiatan yang tepat, meletakkan prinsip dasar dalam
penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi,
menyelaraskan fokus dan prioritas program dan kegiatan, menciptakan indikator
kinerja yang terukur dan terintegras, mengefektifkan dan mengefisiensikan program
dan kegiatan, melaksanakan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran

merupakan bagian tujuan dari penyusunan renstra. Pelaksanaan urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak menemui beberapa permasalahan, namun demikian
tetap harus diupayakan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Kendala yang di
hadapi dalam pencapaian indikator kinerja yang kurang maksimal dikarenakan
penyusunan indikator yang kurang tepat dan belum sesuai dengan kondisi yang ada di
Kabupaten Penajam Paser Utara. Indikator Kinerja pertama yaitu Menurunnya Jumlah
kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak memenuhi target kinerja. Dalam
indikator ini harapannya angka di setiap tahunnya menurun 2 kasus akan tetapi pada
realisasi capaian, peningkatan kasus semakin tahun semakin bertambah. Peningkatan
kasus bukan hanya disebabkan kasusnya bertambah, akan tetapi semakin gencar
pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat terhadap penanganan kasus
semakin bertambahnya kesadaran masyarakat maupun petugas kesehatan melaporkan
kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan makin tinggi.

Pencapaian Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga dapat dilihat dari
indikator Kinerja pada tabel 2.4 diatas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara memiliki target Renstra 2018 — 2023, berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan
bahwa rasio capaian indikator rata — rata keseluruhan pencapaian Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai 83,23%. Dari hasil review terhadap
capaian indikator secara umum menunjukkan hasil yang baik, akan tetapi hasil capaian
tersebut bukan semata — mata menjawab keseluruhan permasalahan yang ada di
Kabupaten Penajam Paser Utara dalam kurun waktu 2018-2023 khususnya
permasalahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dari segi

Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang jumlah dan
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kualitasnya karena pembagian tugas yang masih belum terpilah dan fokus serta
indikator sasaran yang masih belum sepenuhnya tepat dengan kondisi daerah. Jika
dilihat dari sisi penganggaran setiap tahunnya kurun waktu 2019-2022, urusan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyerap anggaran dengan

rata — rata 77,83%.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
Pada dasarnya pelaksanaan pelayanan program pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan berhasil mewujudkan kondisis ideal tertentu.
Penyebab belum terwujudnya kondisi ideal yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
1) Kurangnya sarana dan prasarana
2) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas SDM Aparatur Sipil Negara
3) Masih Belum Maksimalnya Pelayanan Adminitrasi dan Ketatausahaan
4) Belum Optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
program kegiatan
b. Permasalahan terkait Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:
1) Belum memiliki data gender dan anak tingkat kabupaten
2) Belum optimalnya kelembagaan PUG
3) Belum semua Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan PPRG (Penyusunan
Penganggaran Responsif Gender)
4) Masih sedikitnya perempuan yang memiliki jabatan strategis baik swasta maupun
pemerintah
5) Masih rendahnya jenjang pendidikan perempuan
6) Belum optimalnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
7) Masih rendahnya kesadaran organisasi Perempuan yg memenuhi persyaratan
administrasi
8) Masih rendahnya perempuan mandiri di bidang Ekonomi khususnya pada kepala
keluarga perempuan ( single Parent )

9) Masih rendahnya pelaku usaha perempuan produktif
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c. Permasalahan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan:
1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan Belum optimalnya lembaga
penanganan korban kekerasan pada perempuan
2) Tingginya kasus kekerasan pada anak dan Belum optimalnya lembaga
penanganan korban kekerasan anak
3) Mewujudkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Kabupaten Layak Anak,
belum optimalnya pelaksanaan KLA dan belum Tercapainya Kategori KLA.

d. Permasalahan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
1) Lemahnya Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS
2) Lemahnya Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang
Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK)
3) Stagnasi pencapaian program dan melemahnya implementasi Program KKBPK di

Lini Lapangan

e. Permasalahan terkait Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:
1) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga
2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat
mengatasi permasalahan pelayanan KB
3) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan
reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya

mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian Ibu melahirkan

3.2 Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat
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Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara dikumpulkan di masing bidang sesuai dengan
permasalahan selama ini dihadapi. Berikut Isu — Isu Strategis yang telah di Himpun dari

permasalahan yang ada :

“Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang Adil dan Inklusif Melalui

Pembangunan Manusia Berkualitas, Produktif, dan Berdaya Saing.”
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—

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dari uraian penjelasan mengenai Visi Misi Bupati terpilih, jelas terlihat bahwa
Visi dan Misi itu sesungguhnya bermuara pada satu tujuan yakni kesejahteraan
masyarakat Penajam Paser Utara.

Tujuan yang tertuang dalam visi itu agar dapat dicapai harus dikaitkan dengan
permasalahan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara seperti yang telah dianalisis
dalam Bab lIl. Ketika dipetakan maka terdapat sejumlah permasalahan yang harus

diselesaikan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara salah

satunya adalah aspek pendanaan.

40

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

|84

€ (4 T BupUMS UBUNINUSd exbuey wejeq ueeAepiaquiad seised jedepualy bued gy bundwey

9 S b ebien|a) 1WOouo)3 UeeAepiaquiad Ueeuiquad uep sejljised

jedepuajy 6ueA gy Bundwey |p ueyojuodad(Lo1dasyy ebienjay uejedepuad ueiexbuluRd BYeSN) WiddN Yodwoy yejwnt

S899 5895 891S SidH 000T UeBUIquIad Seaised uspedepusiy bueA enpeg uebuap ebien|sy yejwng

14 3 14 gy bundwey| [p UBBUIqWSd Sejljiseq AURIpaSIDL

SS'0€ SS'6T (o 14 dDIW ._Ouawmxm eAuyeybujuap

08 SL 0L BueoUa)) ebbueg Welbolg bueua) jexeleASe|y Ueweyewsad eAulebulusiy

5908 Sp'08 52’08 ¥dD eAuibuiusiy
$S'LT 95°LT 8S'LT (0Q) 1exjed smnd exbue eAuuninualy 1opusb
pS'LT 95'/L1 8S'LT ¥4l ejbue eAuuninuaiy yisuodsal
/0T 80'C 60'C poaN paawun 2jbue eAuuninuajy uep
8 L 9 o bundwey |p euindued uenpnpuada)y Bjeq yewny yejung eAuie)bujusiy J2pusn | esyyelas
LE SE €€ ueynpnpuaday ns1 npedia) ueueBueuad uexeuesyep Buea gy bundweyl yejwng eAuieybuluain h__mcoa_m._wmu m?m_.__wu

npedia)
001 001 001 ueueAejad Jun wejep |p yneua) sebnyad ysjo uenpebuad ueuebueusd uexedepusus BueA uesesyay Ueqioy jeue cmw_._v_mu :m,_m_mmwv_mwm mmm““uww__
009 06S 08S Seuy yeAe| uajednqey uele|iuad uejede) nBuequad :.EG_
00T 00T 00T npediay ueue/ead Jun wejep eAue | Buuad 'z
1p ynep=) sebmad yoj0 uenpebuad ueuebueusd ueiedepusw GueA uesesdy®y ueqloy uendwssad uednyed NBUIUBW “Z uaIsyd
007 SL Sb 19puUaD Eleq Uee|PasIala) 35eIUasald n66uN uep
0St 0SE 0S¢ ebedsnd ueuedejed eAuiexbujusin Bue, ue R
8 8 8 Jda Ip uendwaiad pinpnpip bueA isiny 1s10do.d | ygjuuswad BueA
74 0z [ e3sems uep yeupawad ebequia) Ip uendwalad |sedisiued asejussiad | ejoRy eel | 1senjodiq
euedUaIaq ebienay uep ynpnpuad | seyjeny uej uey
S6 26 06 uejjepuabuad “yeue uebunpujpad ‘uendwasad ueedepsaqwad uesnin depeysa) (W) 1eveleAsely uesenday) Syapu] asejussiad | ejbuluad *1 | enbusd °1

920¢ 14114 vzoc

-3 NNHVL vavd NViVSVS/NVNLNL ueseses/uen{ny Jo03e)1pur ueseses | uenfny

VOAINDI 139¥VL

970T-$70T unye ],
vae)() Joseg weleuaq usjednqeyy

BUEOUIOG ¥SIEN[OY] UBP YNPNPUdJ UBI[EPUISUI YBUY UEZUNPUILIA ‘uendwdiag usBABpIIqUIDG SBUIQ

ueuele[dg yedududgy eyduer ueieseg uep uenfny,
I'v PqEL

9202-¥20¢ unye] eleyn

Jased weleuad usjednge)| Bueoualag ebienjay. uep. ‘Ynpnpuad. uelepuabusd

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

(44
winwn jouey ueepuebbuag
Beqgnsey al (44 (44 ck et cl s uey|s1aqey esef eAujededss | adis uep ueyeje) bueleg ueelpakuad 2'2'L
wawn Jouey Jojuey ueunbueg ueBuessuadMUISI]
Beqqnsey gl ct ol et e e ¢l wejeq uebuesauad BAUBIpeSIa ) adys ise[ejsu| usuodwoy] uee|paliuad 1'2'y
npjem jeda) ueyisesijesl)p | |sesjuebio efloupy yesaeq
g il i s s ck at BueA ueueAejed yejwnp eAujeybuiusiy jeyBuesad wnwn |sedisiujwpy A
wnwn ueBuenay| NSV sebnL
Beqgnsey a z a ck ab ¢l L ISeJ}siujwpy esep BAue|pesIa] NSV ueeuesye|ed ISelisiujwpy ueslpafued | Z'}')
S z 2 o z zl z z ko
Beqansey uebuefun) uep Iles BAueipesial NSY NSV uebuefuny uep |feo ueelpahuad | L'L'L
npjem jeday wppjlp Buek | |sesiuebio elaupy yesoeq
zi 4] 43 42 (43 (4% cl uebueney| ueiode) eAue|pesia) efujexbuluspy je)Bueiod ueBuenay iselisjujwpy L'
suejal L 1sesjuebioyesseq steq Buek V1OW/NILYdNEYN
Hep.es (43 cl 43 ck (44 (42 2 1esBuesad uebuenay| ueyejuLeWad HYN3VA NYHV.LNIRNIW3d
Isesjs|uiwpy eAue|pesial e|oje) ejel NYSNAEN ONVINNNId WHO0¥d
yeuy ueb
unpujped
uep ue
ndwaied
seuiq ejeda) w w w 8 20 w 20 ueehe
gewed | piequisd
diiv e uex
sipaidnelN | exbujuey | L
€202 2202 Lzoz 0zo0z 6102 u SIOLVALS
0z0Z 6102 e[1ou}y) Jo3e)|pU| NVNYSVS NVLVIO3N SNS/NVLVIOINWVEOONd
NVIVdVD NVIVdVYD OLVMIANI NYNVYSVYS
aYMVFr ON 130uVL
NOONVNId

dai dengan CamScanner

ipin

.

& D

eliaury Buipeose) ‘z'v

9202-¥20c unyel eiejn
sl uesedweleusd usjedngey) eueouaiag, eBIEN|9M, UBR, MNPNPUS Uelepusbusd



https://v3.camscanner.com/user/download

134
sisequeq yliqnd
. . . . . . |SEWIOjU| Sejlieny
ddo 00 LS8 299 v 85 p¥ 85 =3:]14 14
B g B g (Neuy uep Jepusg uep sesye WVYNY NVA¥3aN3o Viva
Iseuuoju| Wajs|s) yoIS Isexde efueipasiol | WILSIS NYVIOTIONId WvHO0Nd
wnwn J1ojuey Bunpeb eAuuje] ueunBueg uep Jojuey|
Beqqgnsey (42 ot cl cl ¢t ¢l (42 ueeseyjjpwad efueuesye|ss)} adis Bunpao |sejliqeyay/ueeieyljswad Z'v'L
uejeqer seuiq
wnwn ueesepus)| nejeseujq uebuesoled
Beqgnsey (44 (2 al (24 c at (22 sejjiqow Bunynpued euesesesd ueelepua)| yeled uep ueeley|jawad
uep eueles eAu|pasio) adys efeig ‘ueesey|jowad eser ueejpafuad L'y
yelaeq
43 143 43 43 zL zZi zl QadMs euesesesd uep | Isesjuebio elioupy ueyejupawad uesnin Buefunuad
eueJes ueyninge) eAuye|pesia] eAuje)bujuay yesaeq NljIN Bueieg ueeieyjjowad vl
wnwn ef19y Bunynpuad ueuesesesd Jojuey
Geqqnsey zk 2k ct (44 s ct (4 uep eueles eAue|pasio} ads wnuwp ueuekeled eser ueejpaiusd v'e'L
wnwn ef1e) Bunynpued ueuesesesd 10juey| uedeyBusjieduep
Beqqnsey ct gt cl (44 ct (44 [ uep eueses BAUB|PesIO} adys uejejeledeser uee|pakuad e'e'l
wnwn )ujsi| uep Jje eAep Jequins NS uep Jiy eAeq
Geqqnsey ct ck ot (44 42 ct (24 ‘iseyjunwoy ese( eAue|pasie | adis Jaquing 'IIseyjunwioy esep uee|paiued 2'e'L
wnwpn jeinAusw
Beqgnsey ck zh (42 cl cl et (43 1eing ueueiejad BAUR|pasI® L adys jeinAus jeing esep uee|pakued L'e'L
Qds euesesesd uep | |sesjueBio elleupy yeseeQqueyejusawag
(44 gL [42 gl cl et el euUEJES UBYNINGOY BAUYEBIPSSIS] eAujesbujueyy | uesnin Buefunuad esep uee|pakuad ey
yesaep
6 = (4" (43 4% [43 (43 (413 4> Jen| 8 Isejnsuo) Uep |Seuiploy QdXS Isejnsuoy
eqgnse) jedes-jedey eAueuesyefsal adMsS | uep iseuiplooy jedey ueeiebBusjeiusd v'z'L
wnwn UBSEMBM ueBuepun - Buepunied
Beqqnsey (42 (4 ¢l cl (44 ct (42 uep uenyejebuad eAujeyBuluaw ad)s | ueinjessq uep eoeg ueyeg ueejpakusd | £Z'L

9202-v20c unyel elejn

s husseAweleususiednaey. eueousiag. ebieniay. uep. Snpnpuad.uelepusbusd.

dai dengan CamScanner

ipin

.

D



https://v3.camscanner.com/user/download

144
€€ €€ €€ (174 Ll (074 L (9d|) 1epusg ejoyjuajednqey
VD IeHniod ueunbuequad ueBueuama)y| yejupawad
syapu| uejeded eBeqwoeped (9nd) Jopued
€€ €€e €e o0c Ll 0z Ll Sg9 uswnyog eAujesBujusiy teBuag ueeBequiajad L'e
1sluyxay’y
seljsjuiwpe'jeuolsajoid‘iebeuew
ddOl Pige) ek ok g v v v ebeus) iebeqes sejjsedey
»jijwaw 6uek uendwaied oisey
4 . | . 3 ; ado eped Jepusg jjsuuodsay
ddOW PIgey ool 28'L8 1999 9€'9E 25'Ls 9e'8e ueseBBuy uedessuog
ddOY PIgeN L'6L 9z'9L 28'2L ¥6'S9 2'0S £'0S 94l uejeybujuad
ddOY pigey 9v'06 £9'68 85'88 v1'28 zz'o8 v€'98 9d uejeybujuay Neuy
ueBunpujued
ueyewns uisnpu| eyesn uep uendwelayg NYNdW3d3d
ddoNpIaey | 2't8 6'vL 1'89 L'9s St L'es piiwew Buek uendwesed ueedeplaquiad NYVAVAN3EWIdNYA ¥IANIDO
Yodwojey esejusssad uexyexbuiusy NYVAVLINSNHYVONId NVHOO0™Ud
19pUusS) uew (yeuyuep Japus®
ejnsruebusg ejep wejs|g)
uelepuaBuag 42 (43 43 (42 cl et (48 Japuag Jpjedesieq VOIS Iseyde E}0)] / Usjednqey| ueBueuamey
: 18ey BueA yejidie} ejeq eAuepy eAue|pasia) |p jeuy uep Japuas ejeq ueelpalusd 1'L'2
HL
4} zt 4] 4 42 [42 43 qHL ifeB eAuuexseheqie) | 1ifeb eAuejpesial 30y} / usjednqey| yesseq
iBujL |p eleQ ueeBequaje)y weleq
Jepuab | yeuy uep Japuep ejeq uejfefuad uep
2 L 2 2 0 2 0 nynq | | jyoid eAuejpasie) s|sjjeuy ueyejoBuad ‘uejndwnBuag 1'z

qom

9202-¥20¢ unye eleyn

| seseq wefeueg usje

dng

oL

PN

ey eueoualag ebien|ay uep ‘ynpnpuad uelepuabuad

dai dengan CamScanner

ipin

.

& D


https://v3.camscanner.com/user/download

St
uejeyeieAseway ejoyj/uajednqgeyyesaeq
2 2 2L z 2z 2 zL sesjuebio 3e3BulL yeuy e uep
uejelboy 1seyise; | (D)) 19puan ueelejasayueypninmaly
dAQ Uep MOD Joxey eAueuesyeps) | wejep eBienja)y sejljeny uejeyBujuad L'y
. . luebueys} 1e66uny yy uep vOuVYNIIN SYLIIVNAA
ddOH pPigey 0082 0082 0082 0082 902y 'L 0 9100 BueA uejuss eBrenjey yejwnp unjsiw ebIen;ey NVLYMONINTd WyO0Nd
|eisog
uep jwouoy3
6uepig ejoyj/usjedngeyuebueusmay
Jopusn @ e ¢ 2 C z ¢ uendweledueelepiaquiadueueie]
UeeJejasay uendwsaied sesjuebio uendwaised e|peAuadebequeT
19e) ueje|B6e)y BAuBUBS)RS | |sesiueblio efeq Jequingseysedey| uejeybuiued L'e's
ejo)j/uajedngeyueBueuamay]
isesjuebio uendwsalad ueelepiaquiad
. g . 0 0 “ g eped NQS ueuefee|pakuagd eBeqwe]
MOD Yasn efujeyBujueiy BueqwoBuagd uep uejenbuad £'c
lelsog
UEP JWouo)3
buepig |wouox3uep [e|sos ‘WnnH[Iod
JEDIETS) Lz L Lz @ @ L2 Le |ses||e|sos ueyjedepusiy uep uendwsaladisedisiued
ueelejase) Bue A uejeyeiBASEWSY| jexyeieAse uejeyBujuedquebuidwepusduep
138y |sesjuebiQ yejwnp 1sesjuebio uejefiqey ISeNOAPY 1'2'e
uejeyeleAsewsy ejo)j/uajednqgey
|sesjueblo eped ueBusuama)yjuejeieielseway]
0se 0se 0se 0se 0sZ (+]074 0s uendwaJed Japey sesjuebio eped
ue|idwels)ay |wouoy3 uep ‘|ejsos‘wnyny “Yiilod
ynese) uendweJad Jopey yejwnp ueyeybujueg Buepig di d Kepioquiod z'e
Japuag uew
ensruebuag s89 uep ejoyj/uajednqgeyjuebueuamey
ueepusbusg | 7€ ve <4 0 0 1z 0 dvo sisjeue ueyindwnBuaw Qs deges ongueeuesyeed
1sey yepns Buek gdys yelwnr 1P julod |evog ISES|UOjUISUBP [SBUIPIOOY L'L'e

9202-¥20z unyeL esejn

- LliacpannefenaznamednaexplRalIAIac.RAIRNIAMLRND. NNDNNDLUAA. LUBRlIEDUSDUS A

dai dengan CamScanner

ipin

.

& D


https://v3.camscanner.com/user/download

9%
d¥Had yepueys uebuap |enses
piqey| zi 9l 8l ve 8c 8 145 |\ueBueye) BueAk uendwsaiad 1SE)OAPY NVNdW3d3d
g depey.a) ueqloy snsey yejwnp |ses||e|sos NVONNANITY3d NY¥O0¥d
ARV yeke Neuy yewey yejoxes ejoyj/usjedngeyyesseg
ejo)/qey| ue . & e ¢ 2 z L uep sewsaysnd ‘“yeuy jedeq lopjes 1e36u yeuy dnpiH
Buequabuayg BS9Q/UBYRIN|DY ‘uBjBLEISY SejuI ISBYOAPY | seyjenyuejeybujuad ueueAeelpaiued
L] sebn | snBno eAuynuaqie | uep Iseulp1ooy ebeqweejue Bupelor uejenbusd 1'2's
(Beusway ejoyj/uazedngey ueb Myieuy
L 8 /1 9 S v b ‘ueyjipipuad dnpjH sejjjeny :u.av._.mc_:em
(VHINNTHSVEd ‘uejeyasayy) Aeje|pakuad q 1
MS) WS uep now Jexla | Isuejsu| ueBueqwabuad uep uejenBuagd 2's
Seuy yede] Bjoy/usjednqeyuebueusmadeuy
e L L L L L L b AHIUe
Buequebueyd Neuy ynuswadueebequejedises|uonjuiguep
138y ejep uejndu|buad eAusuesye|ss | yexsa] Isuejsu| |Seu|pJooy L'L's
ejoy/uajednqe)yuebueuamay)
eyesq ejung
048 095 Sss 0SS SvS Y svs BujpuE}SIBpUN JO WNpUBIOWaK yesseq uep ‘yejupewaduop‘yejupowog
uep uesninday) jeing BAUNGIS | yejuewed eBequen eped yHd ueeBequajed \'s
‘Bloy/qey
dVHdd VI Bseq
pass 0.5 095 S8 Svs 0 svs uep ueyeinjey (¥Hd)
Vx4 eAupnfnmiel ‘uejeweosy) | MVNV MVH NVHNNIWId WYNOO0Ud
|e1sog
uep lwouoy3
Buepig uendweled
1ohuso oot oot 00L 0ol oot ook 0oL isesiueBioisedisjued ejoyusiednqeyueBbueuamay]
ueesejesay uejeybujued uendwalsad ebienjayiseyjeny ugjeybujuaginiun
138y 1sejised eAusuesyepsl 1sesiuebio jexesedsepjueleibay uebuequiebueg | 1Ly
9202-v20c unye] eleyn

48584 WefBusd Usisdnqey| BuBdUaISE, BOIEN|SY,UEPINPNI

dai dengan CamScanner

ipin

.

& D


https://v3.camscanner.com/user/download

LY
ejo)jjuazednqgey
(Vdd-aldn | yesseq yenbull snsnyyueBunpujiad
3 3 0 0 0 0 0 VYdd-aldn uep eAwjnjueqia)) ueynuawaly Buek yeuy
seue yewey ebequel-efequwen yeleeq 1Beq ueuefejejpaluad ebequa
|p BuelESId UBp BUBlES yejupewad ueBueqwabuad uep uejenBuad 2'L
(ueBunpujlied
Jeuy yewny
uep ¥dd-aldn | eloyusiedngeyyesseq ieyburlsnsnyy
cmmcuu 2o = 8 ® e e *® ¥ eAuynuaqia]) ueBunpujpadueynpswepbuek
e Jepuejs jenses |ueBueps) yeseeq Neuy |Beqiexesedsepy
BueA yeue depeyls} ueqioy} yejupawayd uenpebuedueuede] uee|palued L'V
ejoyj/uajednqe)y| yesaeq
z z L o 1 nedng ueinjesad uep | yexyse) ebeqwe | 3e)Bujliseulpioo) ueln). W Buek
8 ¢ Buipuejsiapun JO wnpuesowsiy uep yesseq yy uebunpujiledueyni W
‘uesnjnday] jeing BAUNGIS | yejuuswed | BueA yeuy |Beq ueueheq ueejpakuad V'L
pepuejs uebuep Jexyse | ebequen)
ﬂﬁﬂm 12 e 2 e 0z sz L lenses |uebueye) Buek yeue uep yeseeq NVYNY SNSNHN
9 depey.a) ueqguoy snsey yejwnp Yejupawad NVONNANITYId AVEO0Nd
S Jeuy uep e
Zuendwsalad L zz 8 g Jepue)s uebuep |enses uendwaled WS | 1oy/uejedngeyueBueuemeyuendwsaiad
uebunpujpad ¢ 9t 8l oc uebuepe} BueA uendwased uep BSEJ elpapy uebunpujequeueien)
1sey depeyia) ueseseney snsey ‘yexsa) 1suejsu] | uebuidwepusduep ueyeligey |SEXOAPY Z'L'e
BjoYj/uajedngeyy
uendwased yeseeqgdnybup uendwaieqdepeyls)
ueBunpuiped cL 43 43 43 43 43 (48 ueseleya)ueyebaouad ueje|Beyuep
138} uendweazed depeyse) yeleeq weJboig ‘ueseligayuesuesyejod
uesela)e) ejeq BAue|pasIo) yejuawadg ISes|uoJjuISUEp ISEUIPIOOY 1'L'e
10 Bueeeyjusy ejoyjjuazednqey
v Z z 4 z L ik Jnjesede uep jexyesedsew uejBLLEIAY yeseeqdnyBu uendwaiag
ueweyewsad eAujeyBujusw  Ises||elsog depeyJay oy ueyeb: d 1'e

| sz0z-vz0z unuey exein

dai dengan CamScanner

ipin

.

D



https://v3.camscanner.com/user/download

8Y
ejoyjjuajedngey
(43 43 [13 (4" rA% 43 (43 yesaequednyed ynpnpuad
dejjeq ueiode WA uejepuabuad ueelpiad ueepwad 1'e
; ; § ; i § i 3npnpuad
vd piqe)y %SL'L %L} %61'L (TA1% [7A1% zl <l ueynquInyeg nfe uBuNINUaY
(erey qem
e
yd PIaeH €z - o £ i s 2 Ao oyopads eBy) sy | - siseqieqyiand
|seuLiojul seyjeny
8 . 2 = i 3 (eBienjay uep sasye »Nananad
RERINS S\ oai)a [ SERGAL1RCIERT) OHAIRE: [ Bcbiod el - ISeuuoju) waysis) e9IS Isexdy eAue|pesia) NVITVANION3d WVHO0Nd
ueyesbbuag
UBp ISE)OAPY nyedes
1583 8 §) 0 L 2z 0 0 0 b UBIBUISe)
ueushejed ueyn|nfued |ejeq uep weleusd efuuiequeunbueg
ueujwep SEY| uep uoyoje Buepno BAue|pasie uejBWEddY neje Jojueyunpes ueepebuad L'L's
uejeweosy
den 1p gy ueyniniued yesaeq
0 2 [4 [4 b 0 b jejeg uep usjednqey| Ip uejewedny yejupasweaduesnin Buefunuag
uoyojy 6uepno ueunBueqwed uep gdis yesoeq YilIW Bueseg ueepeBuag 1'g
- V1IOM/NILVdNEWYAH
ik A . * s x 6L %0 %6'6. (4c0) HVH3VONVHYLNRIWId
EXEM Pigey 0008 S9'6. ov'6L 0z'6L ©)e1 90UB|RABId 3AI}deOBIJUOD SNd NVSNAN ONVINNNId NYEO0Ud
ejoyj/usjednqeyjyelseq 1exbull snsnyy
Neuy ueBunpujiagueyniewey
ueBunpujped € € € 0 0 0 0 OddLl uep | yexse) ebequen Buelyeuy ueueke ejpakuagebequien
1sey V/dIM uesesexey ueyeBaoued uep yeseeq Jejue Buyeloruejenbuay
|ses||e|sos BAusuBsS)ep | yepuswedg ISESIUCIYUISUEP |SEU|PIO0Y| (L))

9202-¥20¢ unye]| eiejn

C1aep a niefelnad naednAoy niipar A

dai dengan CamScanner

ipin

.

& D


https://v3.camscanner.com/user/download

6b
ejoyjuajednqe) yesoeqip
m m m m m m n @) ueuekejod ueeuesyejed epas
1sdasesjuoy| 1BqOUEP Jejy UBYNINGD)
SaYsey Ip Uoyoly eAue|pasia | seysedq |snqusipuad uep uejepuabuad L'0L
EX83 plaey = - S8 0L 0L 00'0 00'es uepjod yejwnre
EXE8Y PIqey s'ze s'oe s'sz S've S'ee 99'LL 00'64 dryw Joydesyy
X8 PIqey # * %9b'6 88'8 15'8 oo's oL's
) 18°0L oLoL paaN paswun/Add
% % % . ! B f
13
EMENPIRY | o | agyuy | otz | PO | SO 18'9 904 (0a) 1esed smnd yexBuls
EXEX PIgeM L'z L'z 8L'c T4 4 £ 9z 29'c (M) e1ey Anipied (eyoL
(ax) vNvONI¥3g
EXEM PIgeX %0b'L %08'2 %02'8 9's 60'6 s'oL 0L'5L PeeN peawun usjednge)yl | VOUVNIIN NVYVNISBWId NVHOO0Ud 0l
a
yn|nAuad uep
ay1d uee
unBefepuad 14 € 4 [4 3 [4 2
uep gy ueuedejed
ueynnfued ueyniniusd lejeg a uepusBuede ue|epuabuadeieq
158 Jeuojsesedo eAueuesyeial | ueynjndued iejeg uelodejaduep ueyejoBuad | €'L's
ebienjey
ISeuLDju| uep
Anpnpusd zL zl zL zL zL zL zl ejeq yejojabusdedeq Ndaywesboid
uejjepusbuad Jequing ueyeyBujued ax uelodejed Uepuejejeouad
158y ueje|bey) BAujedeossy | ueyninhued lejeg uesemeBuaduep ueeuiqued | Z'L'6
ebienjay
|Seulbju| uep
Anpnpuad 0ol (+[0]3 0oL 00l 00L oot ool
ue|epuabuag ebienjeyjueejepusd eueleseld ay ebien(ey
15ey uep eueleg BAue|pesio] | ueynjnAued lejeg ISeulojujuep ejeq uee|pakuad 1'L'6

| 920z-vz0z unye. erein

e e e Y 0

dai dengan CamScanner

ipin

.

D



https://v3.camscanner.com/user/download

0S
.m A )| ueuede| usjednqeyeAubupeforuep
ueuefe(od L L L 0 o 0 0 ueuesye|ed | uebBuper ynseuusjuejeyssey| sey|isedIp
ueujuier jsey soyse4 |sejsubal uejeyesey| |synpoidey uejeyasayuep eueousseg
uep ISeysiA BAUBUBS)ES | sejjised ebienjeyjueueleled ueeuiqwed | L'L'zL
a) ueuefe| ejoyjjuajedngey yesaeqip
. . . s . . ' ueuesyejed gyl ueuelejpd ueeuesyejod eUas
%0b'L | %08'L | %02Z's 9's 60'6 s'oL oL'sL — ueiByesey) | (stiesenuOY IqOUEP eIy UBYMINGOY
peswun e3buy uejuninuapy seyjiseq |snqu3s|pusd uep uejjepuabuad L'2L
uejesbbuag ayosa Bueny JenTejpayy eues yjuoipie|Juep
Uep 1SBYOAPY |  00) 004 004 0oL 00k 0o} oot MvQa uswaleuel uep 31y eipaw YejeD esseNelpai INfele
15e) ueepebuad ekl {e oL adis NdayywelBold iy uep jsoword | L'g'LL
|exo] eAepng uejliea)j|ensas
) Uep jnpnpuad uejjepusbuad
14 ¥ 14 14 v 14 14 (31y) 1seynp3uep jsewuou}
3|y eipeN BAuR|posIa) UBJBWIESY ‘|se)|unwo)| ‘|Se)OoApY ueeuesye|ad 2
ueyeebbuag
UBP |SB)OAPY b b b b v v v gy Bundweyj |p euesua)y ejoyj/ueiedngeygybundwey
18y ebbueg weiBoid BAusuBsyES | uejweds)| | |p Jopjas sejurjueunbuequed sesbayu) | L'L'LL
g)-1og ueepasa)| ueeU|qWIaJUEp
gy Bundwey] |p uejeiBay Kejod \elod
yodwo|ey siseqieq Bbien|ey wejep ejoyuajednqeyyesseq
4> [4> ze 4 ce ze ce ueueye}ey) uep ueBuede 1e3BujL ueeEIRASEWaY
U] [euojsesadQ ews|uexei |sesjueBigeues uelag
‘efjod uenweyad eAusuesyejse | gy Bundwey) ueje)yBujuag uep ueelepiaquiad V'L
eAubuuefar uep
»l uebuuerinseuuls | uejeyassyiseyjises
ueuehejed <L (13 (43 (4% 143 clL [42 ay ueuehejed o) ) ueuelejpdbuelunuag
ueujuwer isey epss uoyoje ue|snqysipusd euelesuep [sdasesjuoy| Jeqouep
uep uejjepuabuad efuyeyBujusy IHL IleD 1ely ueisnquisipuadueljjepusbuad | L'L'0L

920¢-¥20c unye| elejn

1ase 1 niekiad mednae\ BliRalIaiaa BRIBNISN 1IBD

TON |y
'

nbnbuaA uenepuabusA4

dai dengan CamScanner

ipin

.

D



https://v3.camscanner.com/user/download

IS
eBienjoy ueesajyefosay
vl vl vl L vl vl vl uep ueueyejR) ueeujquddin|ejow
uejeibay ueeuesyejed uesodeq ayd | eBienjay Buequad Helad 'Ly
SMddn odwoyey 16eq ebieney (SM) vy3LHVr3s
€XEM PIqeX 00k €€'e8 18'v9 0 0 0 8b'LE uejedepuad dnpjy seyeny VOUVNIINNVLYHONINID
uejeybujued eAujedeoss) uepjod Nva NYVAVANISWNId WNO0¥d 1L
a
yninAued uep
a)7d uee
unBefepuad 4] ¥S ¥S 14°] s s s
uep aaydd ansuep
ueynnhuad asMdd ysio ueeujquad asidd (d1) ueesapadieyesedsely
15B) uejelbay] eAusuesyels | qns uep gidd |snsujiepey ueyesebbuad | 2'L'S)L
31y uep eleq (@1d/axd)
oot oot ool 00} 0oL 00} 0oL uesyyenWwad gy ueBuedeseBnjad/ay
ueje|Bey uesode] eAupnfnmia | ynjnfuad eBeua] ueeunBelepued L'st
a1 1eg
ueepass)|
ueeujgwad v 4 4 v 4 4 v gy ueuekejod ueyesebbued yesobleg
138 JeuojsesadQ BAuE|pPasIaL uejBLIEISY a) ueuele|ed|euoisesado uebuning | L'L'pL
ejoyjjusjednqey yeseeq|p
. . f ) . . @) ueuefejad ueeuesyejod euas
s've S'vZ s've S'vZ s've 99'/L 6l O A= . 00
dr)W Joydesye eAuieyBujuspy usjedngeyy ue|snqlisipuad uep uejjepuabBuagd L'vL
a1
ueukAejeg 0 z L 0 0 0 0 @ ueueAe|ed ynjun suesesesd gy ueuehejed
ueUILIE ISBY uep eueles eAue|pesio] usjedngey Buefunusdeueleg ueejpakuad | L'L'cL
ejodj/usjedngey yeleeqip
b v v v v v v a1 ueueAejod ueeuesye|ad BUeS
M MINITY 1P 1sdaseljuoy] Jeqouep jejy ueynyngayy
dMIN ueuedejed eAusuesyeps ] uejewedsy uejsnqujsjpued uep ueyjepusbuad L'el

_ 9202-¥20c unye] eiejn

dai dengan CamScanner

ipin

.

D



https://v3.camscanner.com/user/download

[43
ebienjey u (s
eeJajyefesay Nddn/ebienjeyiwouoyjueekepiaquag
uep ool oot 0ol oot oot 0oL V[e]3 UBp Y-)Id'SMddd “Img
ueuzyeey| oidsay Bupums uebuap | 'N)Q '8MA@)ebienie)y) ueessjyefosayuep
ey ueweyewad uep YdH 0001 esap/usyeIn|aY ueueyeja)uese|bay) yodwo|sy|iBeq
1seynp3 uejeiboy eAusubsyelia ) 1P 8) Bundwey |euojsesadoede|g ueejpakuad | 2'L'LL

ebienjay u (s
eesayyelosay Mddnsebienjeyiwouoy3ueeiepiaquayd
uep 6 6 oL oL 0 oL 0 uep ¥y
ueusyeRY Bugunis | -yiid'SYddd “IME ‘uyg ‘aya)ebienjay
) Bunums 1y xa uep ¥y uebuap gy ueelajyefeseyuep ueueyejoyueje|bay

g)g ueepebuad eAueuesyepa)

Bundwey| |p gyig

yodwojeyeueleg ueepebusy

LU

dai dengan CamScanner

ipin

D



https://v3.camscanner.com/user/download

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
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§.3. Norma Standar Prosedur dan Kriteria

#\. Penyelenggaraan kualitas hidup perempuan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten/Kota meliputi:
Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota;

1. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dan

1I. Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota

{. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

a. pemenuhan standar Pelembagaan PUG;

b. pengintegrasian perspektif Gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan, yang
meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi

C. penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan spesifik perempuan dan laki-laki;
dan

d. advokasi, memfasilitasi, dan memberikan bantuan teknis kepada lembaga yang

mempunyai fungsi legislasi dan instansi vertikal di daerah terkait pelaksanaan PUG dan

PPRG.
Standar
a. komitmen kepala daerah kabupaten/kota;
b. kebijakan dan program;
c. kelembagaan;
d. sumber daya;
e. data terpilah menurut jenis kelamin dan Statistik Gender;
f.  metode pelaksanaan; dan

g. Partisipasi Masyarakat.

Prosedur
a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan
kabupaten/kota, meliputi:
1. harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum
daerah, dan kebijakan operasional tentang PUG;

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
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b.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah yang Responsif Gender;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota, meliputi:

1. penyusunan Pokja PUG;

2. penyusunan rencana kerja Pokja PUG;

3. rapat koordinasi Pokja PUG; dan

4. pengintegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam Sistem Data
Gender dan Anak;

advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG

kewenangan kabupaten/kota, meliputi:

1. rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG;

2. bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program,
kegiatan, dan ARG; dan

3. fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang Responsif Gender;

sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan

kabupaten/kota, meliputi:

1. diseminasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada pemangku
kepentingan; dan

2. penguatan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Kriteria

diukur dengan Indeks PUG ditetapkan oleh Menteri.

Perwujudan

a.

Mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender menjadi satu dimensi yang integral,
mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
Menyusun  perencanaan  dan  penganggaran  dengan mempertimbangkan
Akses,Partisipasi, Kontrol dan Manfaat, yang setara antara perempuan dan laki-laki,
dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak perempuan
dan laki laki, baik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kegiatan;
Mengadvokasi, memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis kepada Lembaga
Legislatif dan Yudikatif terkait dengan pelaksanaan PUG dan PPRG.
Komitmen pimpinan daerah diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, regulasi, dan
program kerja yang Responsif Gender.
Kebijakan dan program diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran yang Responsif Gender daerah.

54

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser

Utara Tahun 2024-2026

f. Kelembagaan PUG antara lain diwujudkan melalui pembentukan kelompok kerja PUG

focal point PUG, dan tim teknis PUG daerah.

. Ketersediaan sumberdaya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana diwujudkan

melalui penyediaan:

1. Perencana, inspektur dan/atau auditor, fasilitator yang tersertifikasi daerah;

2. Kampiun gender daerah;

3. Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan
penguatan pelembagaan PUG daerah;

4. Sarana dan prasarana kerja daerah yang Responsif Gender; dan
Unit yang melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia dan/atau unit
pengkajian dan penelitian sebagai upaya percepatan PUG daerah.

Ketersediaan data terpilah meliputi penyediaan:

1. statistik atau profil gender daerah; dan

2. pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah telah terintegrasi
dalam sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi masing-masing
daerah.

Ketersediaan alat atau instrumen antara lain diwujudkan melalui penyusunan

pedoman teknis pelaksanaan PUG daerah, modul pelatihan PUG dan PPRG daerah, dan

pedoman audit yang Responsif Gender daerah.

Adanya partisipasi masyarakat antara lain diwujudkan melalui:

1. pelibatan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pelembagaan PUG daerah;
dan

2. pelaksanaan kajian atau penelitian yang berperspektif gender di bidang
pembangunan daerah yang digunakan sebagai masukan untuk pengembangan
kebijakan.

Pelaksanaan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota

sesuai dengan prosedur.

L.

Prosedur Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah
Kabupaten/Kota meliputi:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG,meliputi:

1) Penyusunan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tentang PUG;

2) Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan operasional dari peraturan perundang
undangan tentang PUG; dan

3) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang responsif gender yang
terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).
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b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota,
meliputi:
1) Penyusunan Pokja PUG
2) Penyusunan rencana kerja Pokja PUG
3) Rapat koordinasi penguatan Pokja PUG;
4) Pengintegrasian data terpilah menurut jenis kelamin ke dalam sistem
pendataan. '
c. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG,
meliputi:
1) Rapat koordinasi teknis pelaksanaan PUG dalam pembangunan;
2) Bimbingan teknis dan pendampingan PPRG dalam penyusunan program,
kegiatan dan anggaran yang responsif gender ; dan
3) Fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif gender;
d. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG, meliputi:
1) Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG dan PPRG kepada penentu kebijakan
dan pembuat keputusan serta semua kalangan terkait;

2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

Pencapaian pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota
diukur dengan kriteria.
a. Kriteria pencapaian pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah
Kabupaten/Kota meliputi:
1) Meningkatnya capaian nilai Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG);
2) Berkurangnya nilai kesenjangan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Perempuan dan IPM Laki-laki;
3) Meningkatnya capaian nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
4) Meningkatnya capaian nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG);

[. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada

Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas perempuan bidang politik, hukum, sosial,dan ekonomi

pada organisasi kemasyarakatan ;

b. Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan bidang politik, hukum,sosial, dan

ekonomi pada organisasi kemasyarakatan
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Standar
Standar pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada
organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri tentang Standarisasi Layanan Pemberdayaan Perempuan

Prosedur
1) Prosedur pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada
organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota, meliputi:
a. Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan
ekonomi, meliputi:
1) Promosi peran organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan
perempuan;
2) Penguatan kepemimpinan perempuan,
3) Penguatan literasi hukum bagi perempuan;
4) Penguatan literasi sosial bagi perempuan,
5) Peningkatan kewirausahaan perempuan;
b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
politik,hukum, sosial dan ekonomi
1) Penguatan kebijakan tentang peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan
untuk pemberdayaan perempuan;
2) Pengembangan model kerja sama sinergis antara pemerintah dengan organisasi
kemasyarakatan untuk pemecahan masalah pemberdayaan perempuan;
3) Pengembangan forum komunikasi ~organisasi kemasyarakatan  untuk

pemberdayaan perempuan;
4) Pembuatan data base organisasi kemasyarakatan untuk pemberdayaan

perempuan
5) Pelaksanaan kajian partisipasi organisasi kemasyarakatan untuk pemberdayaan

perempuar,

Kriteria.
Kriteria pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi

pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota meliputi:
a. Ketersediaan kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat,
b. Meningkatnya Indeks Partisipasi Masyarakat;
c. Meningkatnya jumlah kegiatan sinergis;
d. Meningkatnya persentase kontribusi anggaran organisasi kemasyarakatan untukK

pemberdayaan perempuan.
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[l Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

Perempuan Kewenangan Kbaupaten/Kota

Perwujudan.

a. Peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga
penyedia layanan pemberdayaan perempuan;

c. Pendampingan pelaksanaan layanan pemberdayaan perempuan;

d. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan tingkat provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;

e. Fasilitasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan
pemberdayaan perempuan;

f Pengembangan KIE tentang layanan pemberdayaan perempuan;

Standar.
Standar penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri tentang

Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

Prosedur.
a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada lLembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan;

b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan;

c. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan.

Kirteria.
a. Meningkatnya jumlah lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan tingkat

yang memenuhi standar;

b. Meningkatnya jumlah perempuan yang terlayani pemberdayaan
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B. Penyelenggaraan perlindungan perempuan yang menjadi kewenangan pemerintah
Daerah kabupten/kota meliputi:

I Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihaklingkup
Daerah kabupaten/kota;

II. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi
tingkat Daerah kabupaten/kota; dan

111 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan

perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

a. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota.

b. Pemberian edukasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para
pihak lingkup daerah kabupaten/kota.

c. Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media dalam pencegahan

kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota.

Standar
a. Kesiapan kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap perempuan di daerah,

meliputi:

1) kebijakan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan;

2) rencana pencapaian pencegahan kekerasan terhadap
perempuan;

3) kelembagaan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan,

4) sumber daya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan,;

5) data kekerasan terhadap perempuan;
6) metode atau mekanisme kerja pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan

7) partisipasi masyarakat.
b. Peningkatan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan; dan

c. Pengintegrasian kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan ke dalam proses

pembangunan di semua bidang terkait
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Prosedur
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
b. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kriteria.
a. ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan KtP
b. kesiapan kelembagaan layanan (perlu penjelasan lebih lanjut)
c. program, kegiatan, dan anggaran untuk penanggulangan KtP
d. ratio tempat pelayanan korban dengan penduduk (tempat pelayanan yang dimaksud
apa? Apakah Unit PPA, Puskesmas, UPT PPA..? dan standar penghitungan rasionya?)
e. proporsi tempat pelayanan yang sesuai standar

f.  proporsi korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan
g. angka KtP

II. Penyediaan Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan

Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

a. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan
melalui UPTD PPA atau Perangkat Daerah yang menangani urusan PPPA yang
memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota;

b. Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat

daerah kabupaten/kota;

c. Penyediaan layanan penjangkauan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah
kabupaten/kota;

d. Penyediaan layanan pengelolaan kasus ‘bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah
kabupaten/kota;

e. Penyediaan layanan penampungan sementara bagi perempuan korban kekerasan tingkat
daerah kabupaten/kota;

f  Penyediaan layanan mediasi bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah
kabupaten/kota;

g. Penyediaan layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan tingkat daerah
kabupaten/kota; dan

h. Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan tingkat

daerah kabupaten/kota
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Standar
Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi

tingkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar.

Prosedur

a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kriteria
a. UPTD PPA untuk pelayanan perempuan korban kekerasan yang memenuhi standar dan
berfungsi efektif.

b. proposi perempuan korban kekerasan yang memerlukan layanan yang terlayani.

III. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan
a. peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan dan
perlindungan hak perempuan korban kekerasan tingkat daerah kabupaten/kota;
b. penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi
khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
pengembangan KIE perlindungan hak perempuan tingkat daerah kabupaten/kota;
d. penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat
daerah kabupaten/kota;
e. fasilitasi pelaksanaan standardisasi lembaga penyedia layanan perlindungan hak
perempuan tingkat daerah kabupaten/kota; dan
f. pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan tingkat daerah

kabupaten/kota.

Standar
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan

tingkat Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan standar.
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Prosedur

a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

c. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

d. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kriteria

a. proporsi lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memenuhi standar dan
berjalan efektif;

b. proporsi korban yang mendapatkan layanan komprehensif dan sesuai kebutuhan
(rekomendasi layanan yang dilaksanakan oleh OPD terkait)

A.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Yang Wilayah
Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

a. Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga tingkat daerah provinsi.

b. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat
daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

c. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga tingkat daerah provinsi.

d. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.

Standar
Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah

kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar.

prosedur
a. Advokasi kebijakan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualias
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi

b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan
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kualias keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan
provinsi

c. Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualias keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi dan lintas
kabupaten/kota

d. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualias keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan provinsi dan lintas
kabupaten/kota

Kriteria
a. Proporsi sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
lintas daerah kabupaten/kota yang sesuai standar
b. Proporsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten/kota
yang memenuhi standar dan berjalan efektif

B. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

a. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi
dan lintas daerah kabupaten/kota

b. Pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
provinsi

c. Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan

gender dan perlindungan anak lingkut daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

Standar
Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender

dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar.

prosedur

a. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak
yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota

b. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah provinsi

dan lintas daerah kabupaten/kota
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Kriteria

Pencapaian penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
(KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota sesuai dengan
kriteria meliputi proporsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang
menyediakan layanan komprehensif lintas daerah kabupaten/kota

C. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
hak anak tingkat daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan

a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak
tingkat daerah kabupaten/kota;

b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam
daerah kabupaten/kota; dan

c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak

anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.

Perwujudan

a. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga untuk
mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak tingkat daerah kabupaten/kota

b. Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak

bagi keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

Standar
‘Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan
hak anak tingkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar

Prosedur
a. Advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kualitas keluarga
yang responsif gender dan peduli anak kewenangan kabupaten/kota , meliputi:
1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran kualitas keluarga yang responsif
gender dan peduli anak kewenangan kabupaten/kota;
2) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan kualitas keluarga yang responsif
gender dan peduli anak;
3) Penguatan kerjasama lintas OPD provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota untuk
mewujudkan kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli anak kewenangan

kabupaten/kota
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b. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kesetaraan gender dan perlindungan anak
bagi keluarga kewenangan kabupaten/kota

c. Pengembangan kegiatan masyrakat melalui peningkatan peran serta masyarakat, dunia
usaha dan media untuk peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender dan peduli

anak kewenangan kabupaten/kota,

Kriteria
Pencapaian peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak

anak tingkat daerah kabupaten/kota diukur dengan kriteria.

D. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah

kerjanya daerah kabupaten/kota

Perwujudan

a. Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan peningkatankualitas
keluarga tingkat daerah kabupaten/kota.

b. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat
daerah kabupaten/kota.

c. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga tingkat daerah kabupaten/kota

d. Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
kabupaten/kota.

standar
Standar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota

sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri PPPA tentang Pelaksanaan Pembangunan

Kualitas Keluarga

prosedur
a. Prosedur penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan

hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Advokasi kebijakan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualias
keluara dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan
kabupaten/kota

2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan

kualias keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan
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kabupaten/kota
3. Pendampingan lembaga penyedia layanan peningkatan kualias keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota
4. Penguatan jejaring lembaga penyedia layanan peningkatan kualias keluarga dalam

mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak kewenangan kabupaten/kota

kriteria
a. Kriteria penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah
kabupaten/kota meliputi:
1. Proporsi sumberdaya manusia lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
keluarga daerah kabupaten/kota yang sesuai standar
2. Proporsi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota
yang memenuhi standar dan berjalan efektif

E. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan

hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan

a. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan
kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah
kabupaten/kota

b. Pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah
kabupaten/kota

c. Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan

gender dan perlindungan anak lingkup daerah kabupaten/kota

standar

a. Standar penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan
hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur pada
Peraturan Menteri tentang Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dan
Peduli Anak

prosedur

a. Prosedur pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota meliputi:

1. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak

anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota
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2. Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan

kesetaraan gender dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya lingkup daerah
daerah kabupaten/kota

kriteria

a.

Kriteria penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan

hak anak yang wilayah kerjanya daerah kabupaten/kota meliputi proporsi lembaga

penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang menyediakan layanan

komprehensif di kabupaten/kota

Bagian Kedua
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan sub urusan pemenuhan hak anak (PHA) yang menjadi kewenangan

daerah kabupaten/kota meliputi:

I. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan

dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota;

T1. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup

anak tingkat daerah kabupaten/kota

I. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan

dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan

a. pelanggaran hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia
usaha tingkat daerah kabupaten/kota.

b. Peningkatan partisipasi dan peran forum atau sejenisnya tingkat daerah kabupaten/kota.

c. Penguatan kelembagaan dan sumber daya lembaga pemerintah, non pemerintah, media
dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota.

d. Penguatan jejaring antar lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha
tingkat daerah kabupaten/kota.

e. Penguatan kerja sama lintas lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia
usaha untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak (KLA) dan desa/kelurahan layak
anak (Dekela).

Standar

a. Komitmen pimpinan daerah kabupaten/kota;

b. Kebijakan dan program;

c. Kelembagaan;
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d. Sumber daya;
e. Data terpilah terkait situasi dan kondisi anak menurut jenis kelamin dan cakupan
pemenuhan kebutuhan dasar anak;
f Metode pelaksanaan;
g. Tahapan pemantauan dan evaluasi; dan

h. Partisipasi masyarakat.

Perwujudan

a. Komitmen pimpinan daerah kabupaten/kota sebagaimana diwujudkan melalui
penyusunan dan penetapan kebijakan, regulasi, program kerja dan tahapan pemantauan
dan evaluasi yang responsif terhadap hak-hak anak dan upaya pemenuhannya,

b. Kebijakan dan program diwujudkan melalui penyusunan dokumen regulasi, program
kerja melalui perencanaan dan penganggaran serta tahapan pemantauan dan evaluasi yang
responsif terhadap hak-hak anak dan upaya pemenuhannya,

¢. Kelenbagaan antara Tain diwujudkan melalui pembentukan kelompok kerja, focal point,
dan tim teknis serta gugus tugas yang terintegrasi dalam upaya pemenuhan hak anak;

d. Ketersediaan sumberdaya yang melingkupi manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana
diwujudkan melalui penyediaan:

1. Penyusunan kebijakan, perencana program dan perencana anggaran yang tersertifikasi
serta memahami tentang hak-hak anak dan mampu menyusun kebijakan, program
kerja dan anggaran terkait upaya pemenuhannya,

. Fasilitator dan tenaga profesional yang tersertifikasi serta memahami tentang hak-hak
anak dan upaya pemenuhannya;

3. Alokasi anggaran yang memadai untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia
dalam upaya pelembagaan PHA serta dalam upaya penguatan dan pengembagan
lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas hidup anak;

4. Sarana dan prasarana kerja yang mendukung; dan

5. Unit yang mengkoordinasikan strategi, kebijakan dan program serta tahapan
pemantauan terhadap upaya-upaya pemenuhan hak anak.

Ketersediaan data terpilah meliputi penyediaan:

a. Statistik atau profil situasi dan kondisi anak termasuk data cakupan pemenuhan
kebutuhan dasar anak; dan

b. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah telah terintegrasi dalam
sistem data yang dapat diakses melalui media publikasi resmi yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

68

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Pere i
X mpuan, Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajgam Paser
Utara Tahun 2024-2026

| o
Metode pelaksanaan antara lain diwujudkan melalui:

a. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi
anak;

'b. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan
lingkungan;

c. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak atas kesehatandasar dan
kesejahteraan;

d. Tersedianya  kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak atas
pendidikan,pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

e. Tersedianya kebijakan berupa pedoman pemenuhan hak anak dalam upaya
perlindungan khusus anak; dan

f. Tersedianya pedoman teknis mekanisme koordinasi untuk mengintegrasikan
kebijakan, strategi dan program serta tahapan pemantauan dan evaluasi terhadap

upaya-upaya pemenuhan hak anak;

Partisipasi masyarakat antara lain diwujudkan melalui:

a. Pelibatan lembaga masyarakat termasuk dunia usaha dan media dalam pelembagaan
PHA; dan

b. Pelaksanaan kajian atau penelitian yang berperspektif hak anak di bidang
pembangunan yang digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kebijakan.

Pelaksanaan
a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga

Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota :

1. Penyusunan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait hak-hak
anak dan upaya pemenuhannya;

2. Penyusunan dan sinkronisasi kebijakan operasional dari peraturan perundang-
undangan terkait hak-hak anak dan upaya pemenuhannya; dan

3. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang mengakomodir PHA yang
terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

4. Rapat koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan, strategi dan program serta tahapan
pemantauan dan evaluasi terhadap upaya-upaya PHA

5. Bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan program, kegiatan dan
anggaran yang responsif terhadap hak anak dan upaya pemenuhannya; dan

6. Fasilitasi dalam penyusunan kebijakan daerah yang responsif terhadap hak anak
dan upaya pemenuhannya:
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7. Diseminasi kebijakan PHA kepada penentu kebijakan dan pembuat keputusan serta
semua kalangan terkait;
8. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya PHA.
p. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan
Provinsi
1. Pembentukan kelompok kerja, focal point, dan tim teknis serta gugus
tugas PHA;
2. Penyusunan rencana kerja kelompok kerja, focal point, dan tim teknik serta gugus
tugas PHA,;
3. Rapat koordinasi penguatan kelompok kerja, focal point, dan tim teknis serta
gugus tugas PHA; dan
4. Pengintegrasian data terpilah terkait situasi dan kondisi anak menurut jenis
kelamin, usia dan wilayah ke dalam sistem data yang dapat diakses melalui media

publikasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

kriteria
a.  Peningkatan Indeks Pelembagaan PHA

b.  Kebijakan, program, dan anggaran yang responsif anak
c.  Peningkatan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

d.  Peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA)

e. Peringkat KlLa

f  Dekela

II. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan

a.  Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;

b.  Pendampingan pelaksanaan layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah
kabupaten/kota;

c. Pengembangan materi dan pelaksanaan kie pemenuhan hak anak bagi lembaga
penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;

d.  Penguatan jejaring antar lembaga layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat
daerah kabupaten/kota;

e.  Fasilitasi pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota;

f.  Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anaktingkat

‘ daerah kabupaten/kota
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standar
a.  Standar penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas
hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota, sebagaiman diatur pada Peraturan Menteri

tentang Pedoman Standardisasi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak.

‘Prosedur

a.  Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

b.  Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

d.  Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

kriteria
a. lembaga penyedia layanan yang memenuhi standar;

b.  proporsi anak yang terlayani peningkatan kualitas hidup anak.

Penyelenggaraan perlindungan khusus anak yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota meliputi:
Pencegahan Kekerasan dan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup
Daerah kabupaten/kota;
Penyediaan layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota; dan
Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah
kabupaten/kota

Perwujudan

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan
dan diskriminasi terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khsusus yang
melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.

b. Pemberian informorsi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi,

perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang melibatkan para pihak lingkup Daerah
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kabupaten/kota.

c. Peningkatan peran serta masyarakat melalui gerakan Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM), dunia usaha, dan media dalam pencegahan kekerasan
terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya lingkup daerah
kabupaten/kota.

d. Penguatan kerja sama untuk kabupaten/kota layak anak (KLA), Kecamatan Layak
Anak (Kelana), dan Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela).

Pelaksanaan

a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota dilakukan
dengan menyusun strategi daerah tentang pencegahan Kekerasan terhadap Anak
dengan melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota.

‘b. Para Pihak Meliputi aparat penegak hukum, organisasi perangkat daerah, organisasi
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan
anak, media massa,dunia usaha, orang tua, dan forum Anak.

c. Penyusunan strategi daerah tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dilakukan
dengan:

1) menyusun data dan informasi tentang Kekerasan terhadap Anak,diskriminasi,
perlindungan khusus dan masalah lainnya;

2) memetakan aparat penegak hukum, organisasi perangkat daerah, organisasi
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,lembaga perlindungan
anak, media massa, dunia usaha, orang tua, dan forum Anak yang dilibatkan
dalam pencegahan kekerasan terhadap anak,diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya;

3) memetakan kegiatan dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal terkait,
organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media
massa, dunia usaha, dan forum Anak yang dapat diintegrasikan dalam upaya
Pencegahan Kekerasan terhadap Anakdiskriminasi perlindungan khusus dan
masalah lainnya; dan

4) merumuskan dan membahas peraturan gubernur tentang strategi daerah
Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, lembaga
pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, dunia usaha,dan forum Anak.

d. Pemberian Informasi dan edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya dilakukan antara lain melalui:

1) media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;

2) tatap muka, seperti penyuluhan, diskusi, lokakarya, ceramah, dongeng, kampanye,

atau melalui seni pertunjukan; dan/atau
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3) media luar ruang.

e. Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi, perlindungan
khusus dan masalah lainnya melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam
jaringan, langkah yang perlu dilakukan:

1) menyiapkan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak yang berkualitas dari sisi konten dan tampilan yang menarik serta
mudah dipahami;

2) menyiapkan komunikator atau fasilitator yang memenuhi persyaratan; dan

3) melibatkan media massa dan dunia usaha.

£ Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media cetak antara
lain dapat dilakukan di surat kabar, majalah, buletin, brosur, poster, spanduk, dan
reklame.

g Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media elektronik
antara lain dapat dilakukan di televisi, radio, dan videotron.

h. Dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak melalui media dalam
jaringan sebagaimana antara lain dapat dilakukan di laman atau akun media sosial.

i. Dalam melakukan pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi, perlindungan
khusus dan masalah lainnya melalui tatap muka langkah yang perlu dilakukan:

1) menyiapkan komunikator atau fasilitator yang memenuhi persyaratan Meliputi :

a. menguasai materi terkait dengan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak;

b. berkelakuan baik dan konsisten dalam melindungi Anak;

c. memahami cara berkomunikasi dengan Anak secara baik; dan

d. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Komunikator atau fasilitator dalam melakukan Pencegahan Kekerasan terhadap ‘

Anak melalui media elektronik dan tatap muka dengan memperhatikan standar

pesan yang bersifat:

a. himbauan moral;
Pesan yang bersifat himbauan moral dilakukan untuk mendorong
masyarakat,media massa, dan dunia usaha agar melaksanakan tanggung
jawab moral guna mencegah kekerasan terhadap anak, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

b. himbauan rasional;
Pesan yang bersifat himbauan rasional dilakukan untuk mendorong partisipasi
masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam upaya Pencegahan kekerasan
terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang
didukung berbagai bukti yang relevan tentang dampak Kekerasan terhadap
Anak.

c. keadilan,

73

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026

>

Pesan yang bersifat keadilan dilakukan dengan mendorong masyarakat agar
mencegah kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya yang menimbulkan ketidakadilan bagi Anak.

d. kemanusiaan.
Pesan yang bersifat kemanusiaan dilakukan agar masyarakat memahami bahwa
setiap Anak punya hak asasi untuk mendapat perlindungan dari Kekerasan
yang tidak boleh dilanggar.

2) analisis kebutuhan perlunya dilakukan pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Meliputi :

a. kebutuhan Anak agar terlindungi dari Kekerasan;
b. peta lokasi yang banyak terjadi Kekerasan terhadap Anak; dan
c. peran serta masyarakat dan orang tua untuk mencegah kekerasan terhadap
anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
3) memastikan metode, tempat, sarana, dan prasarana pendukung.

j. Penguatan kerja sama lintas Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk mewujudkan
Kota Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (Kelana), dan Desa/Kelurahan
Layak Anak (Dekela) dilakukan dengan:

1) membentuk dan meningkatkan kerja sama, koordinasi, kemitraan dan komitmen
antar organisasi perangkat daerah, instansi vertikal daerah, lembaga perlindungan
anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga
pendidikan, media massa, dan dunia usaha untuk melaksanakan Pencegahan
kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

2) mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat,
media massa, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan
untuk menjamin tidak ada Kekerasan terhadap Anak;

3) mengintegrasikan Pencegahan Kekerasan terhadap anak dalam Rencana Aksi
Daerah Penyelenggaraan KLA; dan

4) mengevaluasi kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi,

perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Standar
a. Standar Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup
Daerah kabupaten/kota meliputi:
1. kesiapan kelembagaan pelaksana pencegahan kekerasan terhadap ~anak,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya,
2. peningkatan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap anak,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya; dan
3. penyediaan lembaga dan petugas layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
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Kesiapan kelembagaan pelaksana pencegahan Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak

memerlukan perlindungan khusus berupa:
kebijakan Perlindungan Khusus Anak di daerah;

b. rencana aksi dan target capaian pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

c. Tim koordinasi perlindungan khusus anak tingkat kabupaten/kota untuk
pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya;

d. sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan sarana pasarana
yang mendukung untuk Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

e. data terpilah anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan
Khusus, dan masalah lainnya ;

f metode atau mekanisme kerja pencegahan Kekerasan dan diskriminasi terhadap
Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

g partisipasi masyarakat, dunia usaha, media dan Anak

Prosedur
a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, meliputi :

1) menyusun kajian strategis tentang Kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak;

2) memetakan para pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, organisasi
kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan
anak, media massa, dunia usaha, orang tua, dan forum Anak yang dilibatkan dalam
pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya;

3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah tentang Pencegahan
kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

4) sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan Pencegahan Kekerasan dan diskriminasi
terhadap Anak kepada Perangkat Daerah, Aparat Penegak Hukum, lembaga
pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga perlindungan anak, media massa, dunia
usaha, orang tua, dan forum Anak;

5) mengintegrasikan strategi dan rencana aksi pencegahan Kekerasan dan diskriminasi
terhadap Anak dalam dokumen perencanaan dan penganggaran jangka menengah
dan tahunan melalui:
l.analisis kebijakan dalam rangka reformulasi atau penerbitan kebijakan baru

tentang Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi,perlindungan khusus,

dan masalah lainnya;
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2.analisis program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka reformulasi atau formulasi
program, kegiatan, dan anggaran untuk mengakomodasikan pencegahan
kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah
lainnya.

6) penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
fungsional Perangkat Daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap anak,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah fainnya;

7) Pembinaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Perlindungan Anak di kabupaten/kota melalui bimbingan teknis, pendidikan
&amp; pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan
pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya sesuai tugas dan fungsinya;

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan

Kabupaten/Kota

1) koordinasi dan sikronisasi lintas Perangkat Daerah untuk pencegahan kekerasan
terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

2) pengembangan sistem dan penyediaan sarana dan prasarana pencatatan dan
pelaporan data Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya;pengembangan dan penetapan metode atau mekanisme
kerja pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya;

3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kekerasan terhadap
anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang meliputi:

1. Pelibatan dalam gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

(PATBM) yang dilakukan dengan:

o membentuk, menguatkan, dan mengembangkan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat di setiap desa;

e mempromosikan PATBM;

e mendampingi pelaksanaan Pencegahan kekerasan terhadap anak,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang dilakukan
oleh PATBM;

o memberikan pelatihan bagi aktivis PATBM tentang Pencegahan kekerasan
terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

e mengupayakan pemberian dukungan bantuan dana, sarana prasarana,
dan/atau dukungan lain yang diperlukan; dan melakukan pembinaan,
pengawasan, dan pelaporan

2 Pelibatan dalam tim koordinasi Perlindungan Anak;
3. Pelibatan dalam pengawasan di daerahnya untuk mencegah agar Anak tidak
melakukan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
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masalah lainnya;

4. Peningkatan peran forum Anak dalam Pencegahan kekerasan terhadap anak,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

5. Memberikan masukan, perumusan, dan pelibatan dalam strategi daerah tentang
Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya; dan

6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana yang
mendukung Pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya.

4) pemantauan dan evaluasi pencegahan kekerasan terhadap anak, diskriminasi,

perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kriteria

s Ketersediaan kebijakan Perlindungan Khusus Anak di daerah;

b. Ketersediaan rencana aksi dan target capaian pencegahan kekerasan terhadap anak,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang berjalan dengan baik;

¢. Tim koordinasi perlindungan khusus anak tingkat kabupaten/kota untuk pencegahan
kekerasan terhadap anak, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya
berfungsi secara aktif}

d. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai dan sarana
prasarana yang mendukung untuk Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya;;

¢. Ketersediaan data terpilah Anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya;

f Ketersediaan metode atau mekanisme kerja pencegahan kekerasan terhadap anak,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;

g Adanya partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, media dan Anak; dan

h. Menurunnya angka/kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA)

'L Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Perwujudan

2. penyediaan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan
Khusus, dan masalah lainnya melalui UPTD PPA atau unit kerja yang menangani PA
yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Penyediaan sarana dan prasaranan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.
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prosedur
a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
1) Pembentukan unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) di tingkat Daerah kabupaten/kota;
Pembentukan UPTD PPA meliputi langkah sebagai berikut:
a) menyiapkan kajian akademis perlunya UPTD PPA di daerah;
b) menyusun analisis rasio belanja pegawai;
c¢) menyiapkan peraturan Gubernur,
d) menyiapkan lokasi yang tepat untuk UPTD PPA;
e) menyiapkan sumber daya manusia yang diperlukan; dan
f) menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2) Penguatan sumber daya manusia pemberi layanan anak yang mengalami kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya melalui pelatihan;
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota,
1. Pengembangan kebijakan dan pelaksanaan sistem penanganan kasus secara terpadu
lintas PD terkait
2. Koordinasi lintas OPD untuk tindaklanjut rekomendasi hasil
pengelolaan kasus;
c. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
d. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
1. Pembinaan ke perangkat daerah kabupaten/kota dalam penanganan bagi anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya ;
2. Pemantauan dan evaluasi penanganan anak yang mengalami kekerasan,

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya

Kriteria

a. UPTD PPA untuk layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya memenuhi standar layanan cepat, komprehensif dan
terintegrasi yang berfungsi efektif;

b. Persentase anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan ~ khusus,  dan
masalah lainnya lingkup provinsi dan layanan rujukan lintas kabupaten/kota yang
dilayani; dan

c. Persentase anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya yang mendapatkan pelayanan secara

komprehensif.
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=

y. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang

Memerlukan Perlindungan Khusus

Perwujudan

a. Peningkatan kapasitas petugas layanan bagi anak yang mengalami kekerasan,
diskriminasi, perlindungan kKhusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.

b. Penyediaan kebutuhan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi
perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Pengembangan KIE anak korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan
masalah lainnya tingkat Daerah kabupaten/kota.

d. Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan bagi anak yang mengalami
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya tingkat Daerah
kabupaten/kota.

e. Fasilitasi pelaksanaan standarisasi layanan anak yang mengalami kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang Cepat, Komprehensif, dan
Terintegrasi (CEKATAN) tingkat Daerah kabupaten/kota.

£ Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi tenaga layanan bagi AMPK tingkat Daerah
kabupaten/kota.

g Fasilitasi Standar Lembaga Layanan Perlindungan Khusus -Ramah Anak (LPK-RA).

h. Penyediaan sarana prasarana pendukung layanan bagi anak yang mengalami kekerasan,
diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya .

i, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan anak yang mengalami
kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya , termasuk
perbaikan SOP Layanan.

Standar

Standar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Mengalami Kekerasan, Kiskriminasi,

Perlindungan Khusus, dan Masalah Lainnya yang Cepat, Komprehensif, dan Terintegrasi

(CEKATAN) mengacu pada:
a.  Standar Layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus,
dan masalah lainnya yang Cepat, Komprehensif, dan Terintegrasi (CEKATAN),
b.  Standar Kompetensi Tenaga Layanan AMPK; dan
c.  Standar Lembaga Layanan Perlindungan Khusus -Ramah Anak (LPK-RA).
Kriteria
a.  Persentase lembaga penyedia layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,

perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang memenuhi standar layanan yang
cepat, komprehensif dan terintegrasi yang berjalan efektif di kabupaten/kota;
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b.  Persentase layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya yang dilaksanakan Perangkat Daerah terkait

c. Persentase tenaga layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya yang tersertifikasi.

d. Rasio tenaga layanan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan

khusus, dan masalah lainnya terhadap jumlah anak di kabupaten/kota.

Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
Standar
a. Tersedianya dokumen GDPK yang meliputi lima bidang yaitu pengendalian kuantitas
penduduk, peningkatan kualitas penduduk pembangunan keluarga, penataan
persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi
kependudukan;
b. Tersedianya data Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan;
c. Tersedianya Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Peduduk; dan
d. Terlaksananya kerja sama pendidikan kependudukan sesuai pedoman kerjasama
pendidikan kependudukan, meliputi :
1) Pendidkan Formal : Pelaksanaan SSK di tingkat SD/SMP/Sederajat.
2) Pendidikan Nonformal : Pelaksanaan pendidikan kependudukan di pendidikan
dan pelatihan aparatur sipil Negara dan kepramukaan.
3) Pendidikan Informal : Pelaksanaan pendidikan kependudukan di poktan melalui
penyuluhan di masyarakat.

Kriteria

a. Tersedianya regulasi daerah tentang GDPK;

b. Meningkatnya capaian nilai indeks pembangunan berwawasan kependudukan;

c. Tersedianya analisis dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai
bagian dari sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk dari aspek
politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, daya dukung dan daya tampung
lingkungan;

d. Tersedianya publikasi dan rekomendasikebijakan penanganan isu strategis
kependudukan;

e. Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk
dalam penanganan isu dan dampak kependudukan oleh para pemangku kepentingan
dalam penyelenggaraan pembangunan;

f. Meningkatnya penanganan terpadu isu kependudukan, KB dan pembangunan
keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja di tingkat kabupaten dan kota;

g. Tersedianya Rumah Data Kependudukan Paripurna;
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h. Meningkatnya kualitas pengelolaan Kampung KB;
i. Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur formal:
1) Pembentukan SSK paling sedikit 1 (satu) di setiap tingkat satuan pendidikan
SD/MI/Jenis lain sederajat dan SMP/MTS/jenis lain sederajat.
2) Terlaksananya orientasi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan
lembar kerja siswa yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar di

sekolah.

3) Terlaksananya orientasi guru dan petugas kegiatan kesiswaan untuk menyusun
rencana

j. Pelaksanaan pendidkan kependudukan jalur nonformal:

1) Pengintegrasian materi pendidikan kependudukan dalam pendidikan dan pelatihan
aparatur sipil Negara di lembaga kediklatan.

2) Pembentukan paling sedikit 1 (satu) saka kencana di tingkat cabang/ranting dan
melaksanakan krida kependudukan.

k. Pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur informal merupakan pengintegrasian materi
pendidikan kependudukan di tingkat kabupaten dan kota dalam kegiatan penyuluhan,
paling sedikit di (satu) poktan; dan

. Membentuk pojok kependudukan di SSK tingkat SD, SMP, dan lembaga kediklatan, saka
kencana di tingkat cabang/ranting, dan di desa/kelurahan disertai dengan sarana prasarana

penunjang.

Pelaksanaan

a. Penyusunan dan pemanfaatan perencanaan kependudukan, yakni,
1) Melakukan penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten dan kota terhadap
program KKBPK.
2) Melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDBK
3) Melakukan advokasi integrasi GDBK ke dalam perenanaan pembangunan dan
penetapan regulasi daerah kabupaten dan kota.
4) Melakukan sosialisasi dan meningkatkan capaian indeks pembangunan berwawasan
kependudukan kepada sektor terkait
b. Melaksanakan sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk,yakni:
1) Mengindentifikasikan isu strategis kependudukan.
2) Melakukan penyusunan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis.
3) Melakukan sosialisasi hasil kajian dampak kependudukan beserta model solusi
strategis sebagai bagian sistem informasi peringatan dini dampak kependudukan

kepada pemangku kepentingan.
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4)

5)

6)

7)

8)

Melakukan Advokasi hasil kajian dampak kependudukan beserta model solusi
strategis sebagai bagian sistem informasi peringatan dini dampak kependudukan
kepada pemangku kepentingan.

Meningkatkan kualitas pengelolaan kampong KB

Melakukan pembentukan Rumah Data Kependudukan di desa/kelurahan untuk
memperkuat integrasi program KKBPK dan sektor lain.

Menyediakan publikasi dan rekomendasi kebijakan penanganan isu strategis

kependudukan.
Melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan, KB dan pembangunan

keluarga oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja.

c. Pembinaan kerjasama pendidikan kependudukan, yakni :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Melakukan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur
formal, informal, dan nonformal.

Melakukan advokasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur
formal, informal, dan nonformal.

Melakukan sosialisasi pendidikan kependudukan jalur formal, informal, dan
nonformal.

Melakukan pengintegrasian materi pendidikan kependudukan ke dalam rencana
pelaksanaan pembelajaran melalui SSK di tingkat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan
Aparatur sipil Negara peduli kependudukan di lembaga kedikalatan, saka kencana
dan masyarakat peduli kependudukan di poktan.

Melakukan koordinasi dalam rangka penetapan keputusan dari Bupati/Walikota
maupun dinas yang terkait substansi, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan SSK,
Aparatur Sipil Negara peduli kependudukan, saka kencana, dan masyarakat peduli
kependudukan.

Menyelenggarakan kegiatan SSK, Aparatur Sipil Negara peduli Kependudukan, Saka
Kencana, dan Masyarakat peduli kependudukan.

Melakukan perbanyakan serta pengembangan materi materi pendidikan
kependudukan sesuai dengan kearifan lokal,

Menyediakan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemanduan

dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota

Standar

Tersedianya data yang mencakup indikator program KKBPK

b. Dara harus dapat dipercaya dan merupakan data mutakhir; dan

c. Tersedianya sumber data, meliputi data hasil:

1) Sensus penduduk
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2) Suvei penduduk antar sensus.

3) Survei demografi dan kesehatan indonesia

4) Survei sosial ekonomi nasional

5) Survei angkatan kerja nasional

6) Daerah dalam angka

7) Pendataan keluarga dan pemutakhiran basis data keluarga indonesia
8) Riset kesehatan dasar

9) Administrasi kependudukan

10) Kajian penelitian

Kriteria

Tersedianya data parameter program KKBPK yang lengkap, akurat, mutakhir, tepat
waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;

Tersedianya profil program KKBPK sesuai dengan dinamika kependudukan dan
program,

Tersedianya parameter program KKBPK dan profil program KKBPK sesuai dengan isu
strategis kependudukan;

Tersedianya parameter program KKBPK dan profil program KKBPK; dan
Tersedianya parameter program KKBPK dan profil program KKBPK di tingkat rukum

warga.

Penyusunan

a.
b.

C.

Parameter program KKBPK; dan

Profil program KKBPK

1) Hasil pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dapat digunakan
sebagai sumber data rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

2) Dokumen hasil pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dapat
disebarluaskan kepada masyarakat melalui diseminasi berupa pertemuan tatap muka
dan sosialisasi melalui media cetak atau media elektronik.

3) Penyusunan parameter program KKBPK dan profil program KKBPK tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini.

Advokasi dan KIE Program KKBPK

Standar

a.

Standar pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK meliputi:
1) tersedianya strategi implementasi Advokasi;
2) teridentifikasinya mitra kerja lintas sektor yang potensial;

3) terbentuknya Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK
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4) tersedianya data dan informasi pengelolaan Advokasi program KKBPK;
5) tersedianya dukungan operasional; dan
6) tersedianya sarana dan media Advokasi.
Standar pelaksanaan strategi KIE meliputi:
1) tersedianya strategi implementasi KIE;
2) teridentifikasinya Jejaring promosi dan KIE;
3) tersedianya data dan informasi pengelolaan KIE program KKBPK;
4) tersedianya dukungan operasional; dan

5) tersedianya sarana dan/atau media KIE.

kriteria

a.

Kriteria pelaksanaan strategi Advokasi, meliputi:

1) Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK yang efektif; dan
2) jumlah desain serta strategi Advokasi Program KKBPK.
Kriteria pelaksanaan strategi KIE meliputi:

1) jumlah desain serta strategi KIE Program KKBPK; dan

2) jumlah sosialisasi dan promosi Program

Pelaksanaan
a. Dokumen perencanaan terdiri atas:

1) rencana pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah
daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; dan

2) rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja
perangkat daerah yang menangani urusan bidang pengendalian penduduk dan
KB.

Tata cara pengintegrasian pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE Program KKBPK di daerah kabupaten/ kota

oleh Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK dilaksanakan sebagai berikut:

1) koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
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2) pembentukan Tim Advokasi Lintas Sektor Program KKBPK kabupaten/kota
yang akan mengembangkan dan melaksanakan desain serta strategi Advokasi
dan KIE Program KKBPK secara efektif;,

3) pemanfaatan sumber data dan informasi program KKBPK dan data pendukung
lainnya;

4) menetapkan sasaran Program KKBPK;

5) melaksanakan rencana kerja dan rencana pengembangan desain
serta strategi Advokasi dan KIE;

6) pelaksanaan strategi Advokasi dan KIE;

7) pemanfataan sarana dan prasarana pendukung strategi Advokasi dan KIE;

8) pembinaan dan Technical Assistance;

9) pengembangan Kapasitasx SDM Pengelola Advokasi dan KIE dapat
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau pihak lain yang
berkepentingan;

10) Sosialisasi dan penggerakan program KKBPK kepada stakeholder, mitrakerja
dan masyrakat; dan

11) Pemanfaatan berbagai media.

d. Pengembangan kapasitas SDM dapat diperoleh melalui:

1) pelatihan;

2) lokakarya;

3) orientasi,

4) workshop;

5) seminar; dan

6) sosialisasi.

PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALOKON DI DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan

a. Pengendalian dan pendistribusian alokon di kabupaten dan kota dilaksanakan melalui
penjaminan ketersediaan alokon bagi PUS.

b. Bupati dan Walikota melaksanakan kebijakan pengendalian dan pendistribusian Alokon

c. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan oleh perangkat
daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB di kabupaten dan kota.

d. Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Standar

a.

Standar pengendalian Alokon di daerah kabupaten dan kota mencakup aspek sistem

manajemen logistik yang memenuhi prinsip:

1) tepat produk;
Tepat produk dimaksudkan agar jenis Alokon yang disediakan sesuai dengan jenis
Alokon yang dibutuhkan oleh PUS di daerah masing-masing.

2) tepatjumlah;
Tepat jumlah dimaksudkan agar jumlah Alokon yang disediakan sesuai dengan
jumlah Alokon yang dibutuhkan oleh PUS di ~ daerah masing-masing.

3) tepat kondisi;
Tepat kondisi dimaksudkan agar Alokon yang disediakan memenuhi persyaratan
kualitas yang telah ditetapkan.

4) tepat tempat;
Tepat tempat meliputi pendistribusian Alokon sampai ke tingkat Faskes, Jaringan,
Jejaring dan PMB yang membutuhkan dan disimpan dalam tempat penyimpanan
sesuai standar yang telah ditetapkan.

5) tepat waktu;
Tepat waktu dimaksudkan agar Alokon yang disediakan dapat terdistribusikan sesuai
jadwal yang telah ditentukan sehingga dapat langsung digunakan oleh PUS.

6) tepat biaya.
Tepat biaya dimaksudkan agar biaya penyediaan dan pengelolaan Alokon sesuai
dengan standar.

Standar pendistribusian Alokon di kabupaten dan kota, Faskes, Jaringan, Jejaring dan

PMB harus memperhatikan:

1) jadwal pasokan ulang rutin;

2) tingkat stok minimum;

3) tingkat stok maksimum;

4) pemesanan darurat; dan

5) kondisi stok realokasi.

Standar pendistribusian Alokon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang pendistribusian.

Kriteria

a.

tidak terjadi kekosongan Alokon di gudang kabupaten dan kota, seluruh Faskes, Jaringan,
Jejaring dan PMB;
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b. tersedianya gudang penyimpanan Alokon di kabupaten dan kota dan tempat penyimpanan
Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB sesuai dengan standar;

c. tidak terdapat Alokon yang kadaluarsa di gudang kabupaten dan kota dan tempat
penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB; dan

d. terlaksananya pencatatan dan pelaporan pengelolaan Alokon secara berjenjang dan
berkala

Perencanaan

a. Bupati dan Walikota mengintegrasikan rancangan pengendalian dan pendistribusian

Alokon di Kabupaten dan Kota ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

1) Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja
pemerintah daerah; dan

2) rencana perangkat daerah terdiri dari rencana strategis perangkat daerah dan
rencana kerja perangkat daerah yang menanganl urusan pengendalian penduduk
dan KB;

c. Pengintegrasian rancangan pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan

a. Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan berdasarkan:
1)  jarak antarwilayah;
2) letak geografis;
3)  kebutuhan masyarakat; dan

4)  pemerataan pelayanan.

b. Jarak antarwilayah merupakan jarak dari gudang ke Faskes, jarak antarFaskes, serta
jarak dari Faskes ke Jaringan dan Jejaringnya. |
¢. Letak geografis merupakan tingkat kesulitan keterjangkauan Faskes dilihat dari kondisi

alam seperti pegunungan, kepulauan yang memiliki konsekuensi kepada sarana

transportasi.

d. Kebutuhan masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat terhadap jenis Alokon serta

metode pelayanan yang disesuaikan dengan tujuan program.
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e. Pemerataan pelayanan merupakan perluasan jangkauan pelayanan KB untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.

f. Ketentuan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon dengan
memperhatikan ketentuan mengenai standar pengendalian dan standar pendistribusian.

g. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap Perangkat Daerah yang
Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota
menyiapkan data kebutuhan Alokon di daerahnya berdasarkan:
1) Laporan Hasil Pelayanan KB dan Pemakaian Alokon di Faskes dan PMB,
2) Laporan Bulanan Alokon dari Gudang Perangkat Daerah; dan
3) laporan stok opname Alokon per se ester;

h. Pengendalian dan pendistribusian Alokon dilaksanakan melalui tahapan:

1) persiapan;

Tahapan persiapan meliputi persiapan administrasi, sarana gudang, alur tata cara
penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian Alokon serta sumber daya manusia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) penerimaan;

Tahapan penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis
spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat
pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

a. Penerimaan dilakukan terhadap Alokon yang diterima di Gudang Perangkat
Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
dan Kota yang berasal dari BKKBN.

b. Dalam hal penerimaan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring, dan PMB,
penerimaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) penyimpanan;
Tahapan penyimpanan meliputi:

a. penyimpanan Alokon di gudang berdasarkan panduan standar Gudang yang
telah ditetapkan oleh BKKBN;

b. pengaturan letak Alokon di gudang harus menggunakan prinsip First Expired
First Out dan First In First Out;
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c. penghitungan fisik rutin pada penyimpanan yakni penghitungan jumlah aktual
dari jumlah pasokan yang dikelola pada waktu tertentu;,

d. pengujian kualitas Alokon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan, Jejaring dan PMB dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.  Dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan Alokon yang disimpan rusak
dan/ atau kadaluarsa maka dilakukan identifikasi, pemisahan fisik, pencatatan
dan pelaporan, inventarisir, pemusnahan dan pembuatan berita acara.

g. Penghapusan Alokon di kabupaten dan kota merupakan kewenangan
kabupaten dan kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

4) pendistribusian;

Tahapan pendistribusian meliputi:

a. pemetaan ketersediaan Alokon di setiap Faskes, Jaringan, Jejaring, dan PMB;

b. perencanaan distribusi Alokon berdasarkan hasil pemetaan ketersediaan
Alokon dengan memperhatikan waktu penerimaan Alokon, tingkat stok
minimum/ maksimum di gudang dan Faskes;

c. penjadwalan distribusi Alokon dibuat agar setiap Faskes menerima pasokan
tepat waktu;

d. pengemasan distribusi Alokon dilakukan secara baik dan benar untuk
menghindari kerusakan dan menjaga kualitas Alokon selama perjalanan; dan

e. pengiriman Alokon harus menggunakan box/kontainer tertutup dengan suhu

yang sesuai untuk menghindari kerusakan dan menjaga kualitas Alokon
selama perjalanan.

Pendistribusian dilakukan melalui mekanisme:

distribusi rutin; dan

distribusi nonrutin.

| o B

Distribusi rutin menggunakan sistem push/ dropping yang dilakukan oleh suatu
tingkatan dalam sistem logistik ke tingkatan di bawahnya berdasarkan data

laporan dari fasilitas yang akan menerima pasokan.

h. Distribusi nonrutin dilakukan jika terjadi gangguan pada siklus distribusi rutin.
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i. Distribusi nonrutin dilaksanakan melalui mekanisme:

j. pengajuan permintaan darurat agar terhindar dari kekosongan stok; dan

k. distribusi dinamis atau tindakan realokasi atau penyaluran ulang Alokon antar
Faskes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) pencatatan.

Tahapan pencatatan meliputi:

a. pencatatan setiap Alokon mulai dari proses penerimaan sampai dengan
Alokon dikeluarkan dari gudang; dan

b. pencatatan mutasi Alokon sesuai dengan administrasi yang dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN DAN KOTA

Pelaksanaan

a. Bupati dan Walikota melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan KB.

b. Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang Membidangi
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di kabupaten dan kota.

c. Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Standar

Tersedianya Tenaga Lini Lapangan dalam memberikan KIE;
b. tersedianya Tenaga Kesehatan yang melakukan konseling dan melayani KB sesuai
kompetensi dan kewenangannya;

tersedianya sarana KIE;

e.
d. tersedianya sarana penunjang pelayanan KB di Faskes;

e. tersedianya Alokon;

f  tersedianya faskes beserta Jaringan dan Jejaringnya;

g tersedianya Fasilitas Pelayanan KB Bergerak jika diperlukan; dan
h. tersedianya standar operasional prosedur pelayanan KB.
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o

Kriteria
a.  kesertaan ber-KB;
b.  kesertaan KB metode kontrasepsi jangka panjang;
kesertaan KB pasca persalinan;
d.  kesertaan KB pria; dan
e.  kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

Tahapan Penyelenggaraan Pelayanan KB

Perencanaan
a. Bupati dan Walikota mengintegrasikan rancangan penyelenggaraan pelayanan KB ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

)

1) Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka
panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah; dan

2) rencana perangkat daerah terdiri atas rencana strategis dan rencana kerja

perangkat daerah yang menangani urusan pengendalian penduduk dan KB.

Pengintegrasian rancangan penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaksanaan

a.

Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan KB dilaksanakan berdasarkan :

1) jarak antarwilayah;

2) letak geografis;

3) kebutuhan masyarakat; dan

4) pemerataan pelayanan.
Jarak antarwilayah merupakan jarak dari gudang ke Faskes, jarak antarFaskes, serta
jarak dari Faskes ke Jaringan dan Jejaringnya.
Letak geografis sebagaimana merupakan tingkat kesulitan keterjangkauan fasilitas
kesehatan dilihat dari kondisi alam seperti pegunungan, kepulauan yang memiliki
konsekuensi kepada sarana transportasi.
Kebutuhan masyarakat merupakan kebutuhan masyarakata terhaclap jenis Alokon
serta metode pelayanan yang clisesuaikan dengan tujuan program.
Pemerataan pelayanan merupakan perluasan jangkauan pelayanan KB untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan KB terdiri atas:
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1) pelayanan KB di Faskes; dan
2) pelayanan KB Bergerak.

g.  Pelayanan KB di Faskes meliputi pelayanan KB yang dilakukan di FKTP, FKRTL,
serta di Jaringan dan Jejaringnya.

h.  Pelayanan KB Bergerak, dapat dilakukan pada salah satu kondisi sebagai berikut:

1) wilayah yang belum memiliki/keterbatasan fasilitas kesehatan sesuai standar;

2) wilayah yang belum memiliki/keterbatasan tenaga medis yang kompeten melayani
KB; dan

3) wilayah yang mengadakan kegiatan momentum.

i.  Kegiatan momentum merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan mitra kerja dalam
peringatan hari besar nasional, pelayanan krisis kesehatan di daerah bencana dan bakti
sosial lainnya.

J- Pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k.  Persiapan penyelenggaraan pelayanan KB meliputi :

1) koordinasi dengan instansi terkait;
2) pemetaan PUS calon Peserta KB, termasuk PUS dengan risiko tinggi;
3) pemetaan Faskes yang memberikan pelayanan KB;
4) menyusun rencana kebutuhan Alokon serta sarana penunjang pelayanan KB,
5) menyusun rencana distribusi Alokon serta sarana penunjan pelayanan KB; dan
6) penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan pelayanan KB.
1. Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan KB meliputi :
1) pra pelayanan KB meliputi :
a) identifikasi calon Peserta KB;
b) KIE KB dan kesehatan reproduksi;
c¢) Penggerakkan Peserta KB MKJP ke Faskes atau Faskes KB Bergerak;
d) pemberian KIP/K KB dan kesehatan reproduksi;
e) penapisan medis pelayanan KB;
f) pemilihan metode kontrasepsi; dan
g) penandatanganan persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan.
2) pelaksanaan pelayanan KB dilakukan pada :
a) masa interval;

b) pasca persalinan;
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c) pasca keguguran; dan
d) pelayanan kontrasepsi darurat
3) pasca pelayanan KB meliputi :
a) konseling pasca pelayanan; dan
b) Pemantauan peserta KB pelayanan pasca kontrasepsi
Jenis pelayanan KB meliputi:
a) alatkontrasepsi dalam rahim/ Intra Uterine Device;
b) implan;
c) suntikan KB;
d) pilKB;
e¢) kondom;
f) metode operasi wanita/ tubektomi; dan
g) metode operasi pria/ vasektomi.
5) Pasca pelayanan KB meliputi :
a) Konseling pasca pelayanan; dan
b) Pemantauan peserta KB pasca kontrasepsi
Pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

b. KIE KB dan kesehatan reproduksi dapat dilakukan secara berkelompok atau individu
oleh Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan kepada PUS.

1) Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan harus memiliki pengetahuan KB dan
kesehatan reproduksi.

2) Pengetahuan mengenai KB dan kesehatan reproduksi dapat diperoleh melalui:
a) pelatihan;

b) orientasi;

¢) workshop;

d) semmar;

e) sosialisasi; dan
f) media lainnya.

3) Peningkatan pengetahuan KB dan kesehatan reproduksi bagi Tenaga Lini
Lapangan/ Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan
atau pihak lain yang berkepentingan.

c.  Penggerakan Peserta KB MKJP ke Faskes atau Faskes KB Bergerak merupakan
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan/Tenaga Kesehatan
untuk pemantapan calon peserta/Peserta KB agar bersedia menggunakan KB MKJP ke
Faskes.

1) Pemberian KIP/K dilakukan secara individu oleh Tenaga Kesehatan untuk

memberikan informasi berbagai metode KB dan hal lain.
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2) Penapisan medis pelayanan KB dilakukan oleh Tenaga Kesehatan merupakan
upaya untuk melakukan kajian tentang kondisi kesehatan klien disesuaikan
dengan metode kontrasepsi yang diinginkan dengan tujuan:

a) memastikan ada atau tidak adanya kehamilan;

b) menentukan keadaan yang membutuhkan perhatian
khusus;dan

c) menentukan masalah kesehatan yang membutuhkan
pengamatan dan pengelolaan lebih lanjut.

3) Penapisan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemilihan metode kontrasepsi dilakukan untuk memilih metodekontrasepsi yang
aman sesuai kondisi kesehatan peserta/calon Peserta KB.

5) Penandatanganan persetujuan tindakan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk seluruh
jenis pelayanan kontrasepsi kecuali pil dan kondom.

d. Konseling pasca pelayanan sebagaimana dimaksud sebagaimanadimaksud dalam
dilakukan untuk memberikan informasi oleh Tenaga Kesehatan kepada Peserta KB
tentang perawatan pasca pelayanan, gangguan efek samping atau komplikasi serta
waktu untuk melakukan kunjungan ulang pasca pelayanan.

1) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB dilakukan untuk
pembinaan kelangsungan kesertaan ber-KB Peserta KB aktif yang dilakukan
dengan pemantauan secara berkala oleh Tenaga Lini Lapangan.

2) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB dilakukan secara terus
menerus dalam jangka waktu paling singkat setiap 3 (tiga) bulan.

3) Kegiatan pemantauan Peserta KB pasca pelayanan KB dilakukan melalui metode

surveilans sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
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PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM KEPENDUDUKAN, KB DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

Pelaksanaan

a.  program pengendalian penduduk;

b.  pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; dan
Program Pembangunan Keluarga melalui Ketahanan dan Keseja};teraan Keluarga.

d. Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan, peningkatan, dan
Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK.

e.  pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan
oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk, KB dan
Pembangunan Keluarga di tingkat Kabupaten/Kota.

f  Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota menyelenggarakan pelaksanaan, peningkatan,

dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan standar.

Standar

a.  Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK:

b.  penggerakkan Organisasi Kemasyarakatan yang mendukung program KKBPK; dan
c.  Kesepakatan yang dituangkan dalam naskah

Kriteria
a. Peningkatan indeks pembangunan berwawasan Kependudukan;

peningkatan kesertaan ber-KB;
peningkatan median usia kawin pertama perempuan; dan

Peningkatan IPK.

& 0 @

Tahapan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan

Perencanaan
a. Gubernur, Bupati dan Walikota mengintegrasikan Pemberdayaan dan peningkatan

peran serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Program KKBPK dituangkan ke

dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:

95

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026

1) rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
dan

2) rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yangmenangam urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan
KB.

b. Tahapan tata cara pengintegrasian pengembangan dan peningkatan peran serta

Organisasi Kemasyarakatan di daerah sebagaimana pada angka I, dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan
a.  Pelaksanaan, peningkatan, dan Pemberdayaan peran serta Organisasi Kemasyarakatan
di Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:
1) identifikasi Organisasi Kemasyarakatan;
2) Advokasi, sosialisasi dan penggerakan Program KKBPK; dan
3) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan.
b.  Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan:
1) pembinaan;
2) pelatihan;
- 3) pelayanan;
4) Advokasi dan KIE;
5) konsultasi dan konseling;
6) standarisasi
7) sosialisasi; dan
8) fasilitasi dan dukungan sumber daya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan
program dan bidang kerja ormas.
c.  Kegiatan dilaksanakan sendiri dan/ atau bersama-sama Perangkat daerah yang

membidangi Pengendalian Penduduk dan KB.

PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pelaksanaan
a.  mekanisme penyelenggaraan pembangunan keluarga dilakukan, melalui :
1) pembinaan keluarga balita dan anak usia O - 10 tahun;
2) pembinaan ketahanan keluarga remaja;
3) pembinaan PIK Remaja bagi remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah;

4) pembinaan ketahanan keluarga lansia dan lansia;
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5) pembinaan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;,

6) pembinaan PPKS; dan

7) pembinaan Lingkungan Keluarga.
Bupati dan Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilakukan oleh
perangkat daerah kabupaten dan kota yang membidangi urusan pengendalian
penduduk dan KB.
Perangkat daerah Kabupaten dan Kota yang membidangi urusan Pengendalian
Penduduk dan KB melaksanakan pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

dalam bentuk BKB, BKR, PIK Remaja, BKL, UPPKS, dan PPKS.

Standar

a.

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota melaksanakan Pembangunan Keluarga
melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan
standar.

Standar pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud meliputi:

1) melakukan pembinaan terhadap tenaga Penyuluh KB, PLKB, PPKBD, Sub
PPKBD, dan kader yang memberikan KIE Pembangunan Keluarga di
lapangan;

2) tersedianya sarana KIE Kit bagi tenaga Penyuluh KB/PLKB;

3) tersedianya fasilitas sarana, prasarana dan anggaran operasional kegiatan
BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;

4) tersedianya tenaga/kader terlatih untuk kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS,
PIK Remaja dan PPKS; dan

5) Tersedianya Data kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan
PPKS (formulir KO).

Kriteria

a.

Meningkatnya keluarga yang memiliki Balita dan anak ikut aktif dalam Poktan
BKB;

Meningkatnya keluarga yang memiliki remaja menjadi anggota ikut aktif dalam
Poktan BKR;

meningkatnya remaja yang ikut aktif dalam kegiatan PIK Remaja;

meningkatnya keluarga yang memiliki lansia dan lansia menjadi anggota ikut

aktif dalam Poktan BKL;
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e. meningkatnya keluarga yang ikut aktif dalam Poktan UPPKS; dan

i meningkatnya keluarga yang mendapat pelayanan PPKS.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Perencanaan

a. Bupati dan Walikota mengintegrasikan Pembangunan Keluarga melalui

Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dituangkan ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari:

1)

2)

rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD); dan

rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk
dan KB.

b. Tahapan tata cara pengintegrasian Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan

Keluarga sebagaimana pada angka 1, dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pelaksanaan
a. pembentukan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;

b. penyelenggaraan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;

¢: penyediaan sarana dan prasana serta dukungan operasional untuk kegiatan BKB, BKR,
BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;

d. pengembangan kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
promosi dan sosialisasi kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan PPKS;
orientasi/workshop pengelola kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK Remaja dan

PPKS; dan melaksanakan IPK, meliputi:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya
IPK.

penyediaan dan Pengembangan mated [PK.

Advokasi dan promosi IPK.

Sosialisasi IPK.

Melakukan pengukuran IPK.

Pelaksanaan kooordinasi evaluasi pencapaian IPK
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g. Biaya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber dana lain yang tidak mengikat yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peclaporan

Laporan pelaksanaan kewenangan pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten
Kota melalui :

a. Faskes dan PMB menyampaikan laporan bulanan hasil pelayanan KB, pemakaian dan
kondisi Alokon ke Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian
Penduduk dan KB di Kabupaten dan Kota;

b. Jaringan dan Jejaring menyampaikan laporan bulanan hasil pelayanan KB, pemakaian
dan kondisi Alokon ke Faskes; dan

C: penyampaian laporan dilaporkan secara tepat waktu dan dengan data yang akurat serta
ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Pengendalian
Penduduk dan KB di tingkat Provinsi.

Pendanaan
Pendanaan pelaksanaan kewenangan pengendalian dan pendistribusian Alokon di Kabupaten

Kota melalui :

1.  Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Pengendalian Penduduk
dan KB menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

2. Perangkat daerah Provinsi yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB
menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan kelurga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi kepada
Gubemur.

3. Laporan disampaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam | (satu) tahun, dan
sewaktu-waktu apabila diperlukan;

4.  Bupati dan Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan menyampaikan laporan
pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan kelurga

berencana yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur.
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5. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang
pengendalian penduduk dan kelurga berencana kepada Menteri Dalam Negeri dan
Kepala BKKBN, yang berisi:

1) laporan pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan kelurga berencana di tingkat Provinsi; dan

2) laporan pelaksanaan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk dan kelurga berencana yang menjadi Kabupaten dan Kota.

Pemantauan dan evaluasi

a.  Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh BKKBN kepada Perangkat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan
KB.

b.  Perangkat Daerah provinsi clan kabupaten/kota yang membidangi Pengendalian
Penduduk dan KB melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pemantauan

dan evaluasi program lainnya.

Pembinaan dan pengawasan
a.  Bupati dan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemetaan

Perkiraan Pengendalian Penduduk kepada Perangkat Daerah yang Membidangi
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten dan Kota.
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BAB YV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Seiring dengan era globalisasi, berbagai permasalahan masih dihadapi perempuan
dan anak, tidak hanya kekerasan ﬁsfk, psikis, seksual, isu narkoba, trafficking,
perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan
hukum, isu lansia, disabilitas, tetapi juga persoalan perempuan dan anak yang terjadi
pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana. Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak merupakan isu lintas bidang dan lintas sektor. Untuk itu, hal
terpenting/prioritas yang harus dilakukan adalah koordinasi dan sinergi kebijakan
pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui strategi Pengarusutamaan
Gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak, di samping implementasi
kebijakan/program kepada masyarakat.

Kependudukan merupakan hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan
yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk
setempat. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang relatif rendah serta diiringi
dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat tercapainya tujuan
pembangunan.”’Kebijakan Pemerintah yang membatasi jumlah anak (dua anak cukup)
merupakan salah satu kebijakan dan strategi Pemerintah dalam pengendalian kuantitas
penduduk. Sasaran Urusan Kependududukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga adalah Terlaksananya Program KKBPK di seluruh tingkatan wilayah. Berbagai
upaya untuk mewujudkan itu semua melalui strategi, di masing — masing daerah memiliki
strategi yang berbeda namun hal tersebut tetap tersinkronisasi oleh Pemerintah Pusat.
‘Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil, maka ditetapkan Indikator Kinerja
Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga.

Dengan isu — isu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak maupun
Kependudukan dan Keluarga Berencana diatas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
haruslah terintegrasi dan terkoneksi. Berikut Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah
Kebijakan :
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=

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
pinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara
Tahun 2024 - 2026

./Tu]u’anf Sasaran Strategi Kebijakan
Wﬂ Peningkatan Kualitas Tata EZ?L?S‘S:Z:J:;; Memenuhi Kebutuhan Sarana
b‘mk.r;(s; youg Kelola Pemerintahan Yang Peinetintahiaii dan Prasarana Pelaksanaan
efe“.”“ = Unggul Tugas Pokok dan Fungsi
efisien Perangkat Daerah
Pe nipgkatan Meningkatnya Pembangunan|l. Peningkatan 1. Optimalisasi
kiglttas Yang Berkeadilan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan
ieiug:lgp: . Responsif Gender Perempuan Bidangk}il:;moml, Sosial
elu dan Hi
sejahtera dan 2. Perluasan cakuan a u _
if kampung KB aktif | 2. Pembinaan dan Advokas!
e kepada desa dan kelurahan
gender epa

102

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser
Utara Tahun 2024-2026

- i
BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan strategisnya maka langkah operasional harus dituangkan dalam program,
kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif dapat di lihat pada tabel 6.1 berikut :
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Revisi Renca.na Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajgm Paser

Utara Tahun 2024-2026

/-

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama satu
tghun pertama (2024) RPIMD diuraikan sebagai berikut:

No Program/Kegaiatan Satuan Target Pagu(l;:)i ket
1 2 3 4 5
j Belanja 8.535.541.877
1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH
KABUPATEN/KOTA 6.826.541.877
Keglatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.425.891.877
1 Penyediaan Gaji danTunjangan ASN Orang 33 5,240,891,877
2 Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 12 185,000,000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 530.050.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
3 Kantor Paket 1 5,500,000
4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Paket 1 75,000,000
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Paket 4 100,000,000
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 18 350,000,000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah 1.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
7 atau Bangunan Lainnya Paket 1 1,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 689.600.000
8 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 6 | 12,600,000 |
9 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Laporan 72 48,000,000
10 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 6 5,000,000
11 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Laporan 18 624,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 180,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
12 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 24 150,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
13 Lainnya 30,000,000
2 | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN 880.000.000
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga
Pemerintah K gan kabupaten/kota Persen 15 470.000.000
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan
14 Kabupaten/Kota Dokumen 3 160,000,000
Advokasi Kebijakan dan  Pendampingan Pelaksanaan PUG Perangkat
15 termasuk PPRG Daerah 35 250,000,000
Perangkat
16 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Daerah 35 60,000,000
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persen 8 410.000.000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,
17 Hukum, Sosial dan Ekonomi Dokumen 2 60,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi
18 Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Organisasi 25 350,000,000
3 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 52.500.000
Kegiatan Peningkatan  Kualitas  Keluarga  dalam Mewujudkan
Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keluarga 250 52.500.000
Advokasi kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG Perangkat
19 dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah 35 2,500,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
20 Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 0 50,000,000
4 | PROGRAM SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 5.000.000
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender
dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Dokumen 1 5.000.000
Penyediaan Data Gender dan Anak diKewenangan
21 Kabupaten/Kota Dokumen 1 2,500,000
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam
22 Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen a 2,500,000
5 | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 250.000.000
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota Persen 100 25.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan
L 23 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Dokumen 6 10,000,000
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Utara Tahun 2024-2026
—
Daerah Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perangkat e
24 Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah 25 15,000,000
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 200,000,000
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan
25 Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10 100,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
26 Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan 4 100,000,000
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25,000,000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

27 Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 1 17,500,008
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan

28 Kabupaten/Kota Orang 60 2,500,000
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi
29 Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 53 2,500,000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
30 Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 4 2,500,000
6 | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 232.500.000
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah,
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Poin 580 25,000,000

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia

31 Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Organisasi 5 15,000,000
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan
32 Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 8 10,000,000
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 207.500.000
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
33 Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 32 100,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

34 Kabupaten/Kota Dokumen 3 2,500,000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
35 Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 5 102,500,000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah

36 Kabupaten/Kota Dokumen 6 2,500,000
7 | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 37.500.000
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang
Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persen 110 5.000.000
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Perangkat
37 pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Daerah 6 2,500,000
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan
38 kab/ kota Dokumen 4 2,500,000
Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus yang M lukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.500.000

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
39 Kabupaten/Kota Orang 10 10,000,000
40 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Layanan 12 2,500,000
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota 20.000.000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang
41 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen 4 2,500,000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
42 Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | Dokumen 2 2,500,000

Peningkatan kapasitas SODM lembaga penyedia layanan
perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah

43 kabupaten/ Dokumen 3 10,000,000
Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi)
44 perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota 2,500,000
Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat
45 daerah kabupaten/kota 2,500,000
|_8 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 49.000.000
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Utara Tahun 2024-2026

—
KABUPATEN/KOTA e
s e e ]
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 49.000.000
46 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 49,000,000
9 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 49.375.000
Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  dalam rangka
[ Pengendalian Kuantitas Penduduk Kampung 33 15.000.000
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan
|4 Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Dokumen 9 2,500,000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan
| | 48 Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 1 2,500,000
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI Satuan
49 dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal Pendidikan __3_7,____’10M0——
Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendallan Penduduk Cakupan Daerah Rumah
Kabupaten/Kota Data | 6 | 34.375.000
50 Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB laporan | 6 | 3’125'002
51 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Dokumen ____’—-——’IOM
Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 000
52 Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dokumen | 1 3,125,
53 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Dokumen | = 3,125,000
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan
di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga
54 Kencana di Sektor Lain P = . * unit | 37 | 10,000,000
Pembinaan dan -Pengawasan -Penyelenggaraan Sistem
55 Informasi Keluarga ; yeienes laporan [ 1 | 2,500,000
56 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Dokumen | 1 | 2,500,000
10 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 46.875.000
Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 7.500.000
57 ‘Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Organisasi 20 2,500,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK
58 Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dokumen 1 2,500,000
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan
59 Elektronik serta Media Luar Ruang Dokumen 5 2,500,000
Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persen 28,55 9.375.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
60 Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Laporan 17 3,125,000
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan
61 Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Orang 54 3,125,000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi
62 Jangka Panjang (MKIP) Orang 0 3,125,000
Keglatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB
(PKB/PLKB) Persen 70 20,000,000
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh
63 PKB/PLKB Organisasi 54 15,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan
Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas
Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
64 (PKB/PLKB) Laporan 14 5,000,000
Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Rumah
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Data 2 10.000.000
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra
Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
65 Kesertaan Ber-KB Organisasi 5 2,500,000
66 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Dokumen 1 2,500'000
67 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Kampung 54 2 500'000
68 Pembinaan Terpadu Kampung KB 2:500'000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA :
11 | (KS)
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan 106.250.000
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Keluarga 5.168 106.250.000
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
69 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Dokumen 8 3,125,000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana
(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
70 (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdaya Ekonomi Orang 234 3,125,000
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Keluarga/UPPKS

Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam
Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga
71 Berkualitas

100,000,000
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini menyampaikan Indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD) Tahun 2024 — 2026 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana. berikut tabel indikator kinerja Dinas
pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga
Berencana.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan
indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.
Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif
maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-
program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan
dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan
daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan
dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Target indikator kinerja perangkat daerahyang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini
akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat
juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga
perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara
rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

121

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajgm Paser

Utara Tahun 2024-2026

=

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD Tahun 2024 - 2026

= =
Kondisi TARGET KINERJA Kondisi
Kinerja TUJUAN/SASARAN PADA ":‘3‘“
No Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi ::::' TAHUN KE- A:hiar
Periode —— 1 Periode
RPIMD 2024 2025 2026 RPIMD
1 | Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap urusan pemberdayaan perempuan
; ' 93 % 93
perlindungan anak, pengendalian penduduk 88,18 % 91 % 92 % o
dan keluarga berencana
2 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga [ |  aw |
25% 25%
pemerintah dan Swasta 7,00% 15% 20% o
3 | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di 4% 4% 8% 8% 8%
DPR
4 | Meningkatnya pelayanan Puspaga 0 250 KK 350 KK 450 KK | 1050 KK
5 | Persentase Ketersediaan Data Gender 0 45 % 75 % 100 % 100%
6 | Cakupan perempuan korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh 88% 100% 100% 100% 100%
petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu
7 | Capaian Penilaian Kabupaten layak Anak 502 poin | 580 poin | 590 poin 600 poin | 600 poin
8 | Cakupan anak korban kekerasan Yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
petugas terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu
9 | Meningkatnya Jumlah Kampung KB Yang 33 33 35 37 37
Melaksanakan Penanganan Terpadu Isu Kampung | Kampung | Kampung | Kampung | Kampun
Kependudukan KB KB KB KB gkKB
10 | Tersedianya Fasilitas Pembinaan di Kampung 0 2rumah | 3rumah | 4rumah | 9rumah
KB data data data data
11 | Meningkatnya Jumlah Rumah Data 21
§ : 6rumah | 7rumah | 8rumah
Kependudukan Paripurna di Kampung KB 0 rumah
data data data it
12 | Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang 0 70% 75% 80% 80%
Program Bangga Kencana ° 2
13 | Menurunnya angka Unmeed Need 23% 7.2% 7,0% 6,8% 6,8%
14 | Menurunnya angka TFR 2,45% 2,09% 2,08% 2,07% 2,07%
15 | Menurunnya angka putus pakai (DO) 12,00% 17,58% 17,56% 17,54% | 17,54%
16 | Meningkatnya CPR 62,00% 80,25% 80,45% | 80,65% | 80,65%
17 L|\4eningkalznya akseptor MKIP 28,00% 28,55% 2955% | 30,55% | 30,55%
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18 | Jumlah kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan 5
Pendapatan Keluarga Akseptor)Percontohan di 4 7 2 !

Kampung KB yang Mendapat Fasilitas dan g Kdz:r:k Kzlg?Kp: . Kﬁgg(p: k ':ellj(::z
Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 9

Kampung KB yang Mendapat Fasilitas 1 2 6 4
Pemberdayaan Dalam Rangka Penurunan 0 Kampung | Kampung | Kampung | Kampun
Stunting KB KB KB gkKB
Jumlah Keluarga dengan Baduta yang 2.822 5.168 5.685 6.685 17.538
Mendapatkan Fasilitas Pembinaan 1000 HPK Keluarga | Keluarga | Keluarga | Keluarga | Keluarga
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupeten
Penajam Paser Utara yang telah di spesifikasikan dan disepakati dalam kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD kabupaten Penajam Paser Utara tahun
2024-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini adalah
diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan keiatan pembangunan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan
nasional di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal strategis yang harus menjadi pedoman dalam komitmen bersama adalah
bahwa renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara ini akan menjadi
acuan resmi penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
dan RKA serta digunakan sebagai penyususnan rancangan RKPD Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalan
Renja dan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan solusi
yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dan atau kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam
Paser Utara.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara harus ditingkatkan. Hasil

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKJIP) Dinas
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Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara. Laporan Kinerja itu menjadi bukti (prove)

pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara di masa yang akan datang.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser

Utara agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan

program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara dapat menjalin koordinasi dan kerjasama
yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini
dapat tercapai.

3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara, maka perlu dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra
secara berkala.

4. Ada beberapa target indikator outcome yang disesuaikan berdasarkan Indikasi Rencana
Program Prioritas dan Pendanaan yang terdapat pada RPJMD 2024-2026 agar
berkesesuaian dengan pencapaian penilaian kinerja nantinya.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah,
maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Penajam Paser Utara sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
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Akhirnya, komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak
adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Penajam Paser Utara ini.

Penajam, 13 Juli 2023
. Kepala Dinas \‘-
Chairur Rozikin, S. Sos, MM
NIP : 197004071992031005
b
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